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BADAN PENGAWAS PEMIL

gUPATEN BONE THAN UMUM

B
o OLANGO PROVINSI GORONTALO

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM/ BWSL.BB.29.03!PEMILU/VIII/2018

oiMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, telah
mencatat  dalam  Buku Registrasi Laporan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Amrullah Hasiru

No.KTP 1 7503151712720001

Alamat/Tempat Tinggal : JIn. Yusufl Hasiru No.93 Desa
Lamahu Kec. Bulango Sclatan
Kabupaten Bone Bolango

Tempat, Tanggal Lahir : Tapa, 17 Desember 1972

Pekerjaan/Jabatan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai PELAPOR
MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

1. Nama - Adnan A. Berahim, M.Pd
- Jln. Perintis Desa Huluduotamo

Alamat
Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
Kedudukan/Jabatan : Ketua/Anggota KPU Kabupaten

Bone Bolango

: Sutenti Lamuhu, SE
o . Jln. Perintis Desa Huluduotamo

Alamat Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango

tan : Anggota KPU Kab. Bone Bolango
Kedudulcan/ JaD2 :Hu?ngajroh U. Tipuwo, S.Pd, M.Pd

S . Jln, Perintis Desa Huluduotamo
haRes Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango
atan : Anggota KPU Kab. Bone Bolango

Kedudukan/Jab
Selanjutnya disebut sebagal TERLAPOR '
dengan laporan pertanggal 28 Agustus 2018 dan dicatat
dalam Buku Registrasi Laporan pugaan Pelanggaran
N Nomor Register

Pemilu
29.03[1=EIULUIVIIII 2018.

Administratif
001/ADM/ BWSL.BB.

IIBawaaiu kab, Bone Bolango
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Telah membaca Laporan Pelapor,
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor:;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mcm.t!!'iksa dan mempelajari dengan scksama segala bulkti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.
p) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bone Bolango telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
hasil sebagai berikut:
1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan

pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bone Bolango berkaitan dengan :

1. Waktu Peristiwa
Bahwa pada hari sabtu Tanggal 25 Agustus Tahun
2018, pelapor dihubungi olch Sekretaris DPW PKB
Provinsi Sulawesi Utara yakni saudara Sudirjo Soga,
yang  mempertanyakan kronologis ~ penolakan
pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB
Kabupaten Bone Bolango oleh KPU, setelah pelapor
menceritakan kronologis  kejadian ditolaknya

pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB

Kabupaten Bone Bolango oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boné Bolango yang bersangkutan

ahwa KPU Kabupaten Bone Bolango

menyimpulkan b
tidak memberikan

telah lalai dalam tugasnya yakni
kesempatan perbaikan kekurangan persyaratan

administrasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Bone Bolango sebagaimana yang telah

dilakukan oleh beberapa DPC PKB di Provinsi
hal tersebut dikuatkan dengan

Sulawesi Utara,
am bentuk Surat Elektronik

beredarnya himbauan dal
Via WhatsApp KPU RI kepada KPU Provinsi Kab/Kota

Bahwa untuk meyakinkan pelapor perihal isi dari
Surat Elektronik yang disampaikan oleh Komisi

Pemilihan Umum Republik Indonesia ke KPU
ta selurub Indonesia, maka yang

ProvinsiKab/Ko
bersangkutan/ sekretaris DPW PKB Sulut
z|Bawaslu kab. Bone Bolango
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meneruskan kepada

Pelapor melalui - WhatsApp

Mesenger,
2. Urainn Periggiyy
1. Bahwa padn 1
2018 ];d'l - Sclasa Tanggal 17 Juli Tahun
[t .
}(-l[mpll ul 19,30 Wita Operator/L.LO DPC PKB
i aten B“n(} Bola
: ngo telal ne 71 3is)
Desk Pe 1 menghubungi Helj

¢milu, Kpy Kabupate

: n Bone Bolango terkait
masalah Sistem Informas;

din — . Pencalonan (SILON) KPU
dikan perihal Aplikasi SILON KPU
yang hcrulang kali mengalami “mati hidup” (up
and down) dan Mmemakan waktu cukup lama , bisa
10 sampai 15 menit, tentu saja, ini sangat
mengganggu kecepatan kinerja TIM IT DPC PKB
Kabupaten Bone Bolango, oleh operator Silon KPU
Bone Bolango disarankan untuk mencoba dengan
cara lain namun tetap tidak berhasil, setelah
dicoba berulang-ulang dengan berbagai cara
namun tetap belum bisa, akhirnya pelapor seSdrat
dengan operator Silon KPU Bone Bolango untuk
menyelesaikan proses cetak formulir di Kantor KPU
Bone Bolango; (Bukti P-4);
2.Bahwa pada pukul 23.10 Wita pelapor sudah
berada di Kantor KPU Bone Bolango, sampai
disana sudah ada Parpol lain yang sementara
melakukan pendaftaran, pelapor masuk daftar
antrian, tepat pukul 23.29 Wita kami melakukan
registrasi pendaftaran, setelah sampai dimeja Tim
Verifikasi Berkas pendaftaran yang diterima

langsung oleh tiga Komisioner KPU Bone Bolango

masing- masing: 1. Adnan A. Berahim, M.Pd, 2.

Sutenti Lamuhu, SE, 3. Humairoh U. Tipuwo,

S.Pd, M,Pd. pelapor langsung menyampaikan

bahwa Form BB sebagai syarat pengajuan Bakal
Tahun 2019 tidak bisa

Calon Anggota DPR Pemilu
dengan Aplikasi Sistim

dicetak, sebab ada masalah
Informasi Pencalonan (SILON KPU), oleh Sdr. ketua

KPU pelapor dipersilahkan ke ruang Operator Silon

3lgawas|u Kab. Bone Bolango
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masalah (Bykt; P-5). 4ngo  menyelesaikan
. Bahwa sctelah pela
KPU, ternya
Silon, y

Por dibanty, Tim Operator Silon

ta hal y .
_ Yang sama dialamj olch operator
ang setiap me

selalu gagal,
Operator Silon

lakukan cetak dokumen
hanti setelah pukyl 0235 Wita,
Berkas pengajuKPU et g

an Bakal Calon Anggota DPRD

| ;ﬁjah:::f?;an Bangsa Pemilu Tahun 2019;

okumen berhasil dicetak, pelapor
langsung  melakykan pengajuan  Dokumen
pendafaran ke Tim Verifikas; yang diterima oleh 3
(tiga) orang komisioner KPU Bone Bolango (Bukt
P-6);

.Bahwa sebelum mendaftarkan dokumen

pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, pelapor

terlebih dahulu menyampaikan

mengkonfirmasikan kepada Tim Verifikasi, bahwa
berkas/dokumen Pengajuan Bakal Calon belum
ditandatangani oleh Ketua DPC PKB Kabupaten
Bone Bolango vakni BaSdr Muhlis Hasiru,SH
sebab beliau kurang sehat badan, dan hari sudah
larut malam, kemudian pelapor menyampaikan
izin kalau boleh pelapor akan tandatangani berkas
pengajuan Bakal Calon dimaksud;

_Bahwa oleh Tim Verifikasi yakni ketua KPU Bone
Bolango memberikan kode dalam bahasa
Gorontalo “Toduwolo” atau silakan dan disaksikan
serta didengarkan oleh salah satu pimpinan
Panwas Kabupaten Bone Bolango,

Bahwa selama penandatangan berkas pengajuan
berjalan pelapor menyatakan diambil gambar
berulang-ulang kali oleh beberapa orang yang ada
disamping kiri/kanan kami, setelah selesai
melakukan penanda tangan dokumen pengajuan

pelapor merapikan  kembali Dokumen dan

menyerahkan kepada ketua KPU Bone Bolango
qelallu Tim Verifikator, namun pelapor

gjBawaslu Xab. Bone Boianga
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satu  persatu  berkas

anggota DPRD,

pengajuan bakal ealon
tandatangan ““::flnn‘”' dipersalahkan  dengan
menyampaik: - ) Y pelapor  lakukan,  serays
. in bahwa pelapor punya bukti hahwa
yang menandatangani berkas pengajuan Calon

atas nama pihak lain;

. Bahwa da
lam hal tuduhan terhadap pelapor telah

melakukan pelanggaran dengan menandatangani
berk'as pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD
Pemilu Tahun 2019, oleh komisioner KPU Bon¢
Bolango pelapor tidak bisa terima, sebab
sebagaimana uraian pelapor diatas proscs penanda
tanganan diatas bukan serta merta pelapor tanda
tangani secara sembunyi-sembunyi ~ namun
terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua KPU
Bone Bolango, dan secara langsung dan nyata
proses tanda tangan disaksikan oleh Tim
Verifikasi;

.Bahwa dokumen administrasi persyaratan Calon

yang akan didaftarkan ke KPU adalah dokumen
i website SILON KPU, apabila

dokumen administrasi  pendaftaran sebagai
dimaksud bukan yang dicetak dari Website SILON
maka dianggap tidak sah;

Bahwa dalam proses Cetak Dokumen lewat
aplikasi SILON terjadi masalah yang diakibatkan
oleh Aplikasi SILON. (Bukti P-7);

Bahwa penolakan pengajuan Bakal Calon Anggota
pangkitan Bangsa Kabupaten Bone
Bolango sebagai mana tertuang dalam Berita Acara
Penolakan Nomor: 38/PL.01.4/BA/7503/Kb/v11/
n018, bertentangan dengan Peraturan KPU
Nomor: 876/P’I‘.PL.01-4-KPT/06fVII/ 2018 Bab III,
Huruf B dan C (Bukti P-8);

Bahwa menurut pendapat pelapor penolakan
Pendaftaran Persyaratan Adminstrasi Bakal Calon
Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dalam

yang dicetak melalu

DPRD Partai Ke

5|Bawa5|u Kab. Bone Bolango
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tahapan pcﬂﬂma

dimana i1 el v .
perbaikan dokume masih ada tahapan

Calon Anggota N administrasi syarat 3akal
0
DPRD Kabupaten Bone Bolango,

dan telah T
diberi ruang oleh peraturan

:erundan-gan Yang berlaku, sehingga pelapor
erkeyakinan bahwg Komisi Pemilih O

telah Talai dalam 1y emilthan | m
By e K gasn-ya, serta mengakibatkan
onstitusional kami sebagai warga

Negara;

13.Bahwa pada hari sabtu Tanggal 25 Agustus Tahun
2018, Pelapor dihubungi oleh Sekretaris DPW PKB
Provinsi Sulawesi Utara yakni saudara Sudirjo
Soga, beliau mepertanyakan kronologis penolakan
pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB
Kabupaten Bone Bolango oleh KPU, setelah Pelapor
menceritakan kronologis kejadian ditolaknya
\ Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD PKB
Kabupaten Bone Bolango oleh KPU Kabupaten
Bone Bolango yang bersangkutan menyimpulkan
bahwa KPU Kabupaten Bone Bolango telah lalai
dalam tugasnya yakni tidak ~memberikan
kesempatan perbaikan kekurangan persyaratan

administrasi  pengajuan Bakal Calon Anggota
hal tersebut

e

R

DPRD Kabupaten Bone Bolango,
dikuatkan dengan beredarnya himbauan dalam
bentuk Surat Elektronik Via WhatsApp KPU RI
kepada KPU Provinsi Kab/Kota (Bukti P-3);

edaran KPU RI ke KPU Provinsi,
ta dalam bentuk Surat Elektronik
g sah sebagaimana

14.Bahwa
Kabupaten/Ko
meruSdran barang bukti yan
telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilu Republik Indonesia Pasal 27 huruf d; dan
pasal 31 Peraturan Badan Pengas Pemilu Nomor 8
Tahun 2018, Tentang Penyelesaian Pelanggaran
Administrasi penilihan Umum-

15. Bahwa pada hari sabtu Tanggal 25 Agh.lstus Tahun
2018, Pelapor dihubungi oleh sckretaris DPW PKB

Provinsi gulawesi Utara yakni saudara Sudirjo

SIaewssiu Kab. Bone Bolango
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pendafia; i leronologin penalakan
aran . '
Bl Chilan Anpgotn DIPREY PRI

aten Bone Holany
menceritakan,

l\'.alhu',

W olely K I, netelinhy pelapor
hl'mmlnj.‘,;"

|} '

- inknl Calon Anggota DPRD PKE

abupaten Hone “Uhm,

Umum

feejadi ftalalenya
Pendatinggy, infion:  ditslsion

0 oleh Komisi Pemilihan

Kabny
Mile
Paten Bone  Bolonpo  yang,

menyimpulican biahwn Kru
Bone

br.-r:;uugluuun

Kabupate
| paten Bolango  telah  Inlai dalam
ugasnya  yakni tidak

e memberikan  kesempatan
crbaikan

kekurane: .
kurangan persyaratnn administrasi

pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
Bone Bolangg scbagaimana yang telah dilakukan
oleh beberapa Dpc PKB di Provinsi Sulawesi Utara,
hal  tersebut  dikuatkan dengan  beredarnya
himbauan dalam bentuk Surat Elektronik Via
WhatsApp KPU RI kepada KPU Provinsi Kab/Kota
Bahwa untuk meyakinkan pelapor perihal isi dari
Surat Elektronik yang disampaikan oleh Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia ke KPU
Provinsi Kab/Kota seluruh Indonesia, maka yang
bersangkutan/sekretaris DPW  PKB  Sulut
meneruskan kepada pelapor melalui WhatsApp

Mesenger.

3. Petitum Pelapor

Berdasarkan riwayat atau uraian peristiwa tersebut

di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan

Umum/Prov/Kab/Kota menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada KPU Bone Bolango untuk
Menerima seluruh materi dan alasan Pelapor;

7. Memerintahkan kepada KPU Bone Bolango
Mengabulkan seluruh Permohonan Pelapor dalam
Petitum,;

3. Memerintahkan atau merekomendasikan kepada

KPU Bone
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bone Bolango (

PKB ) dapat melanjutkan proses Pengajuan Daftar

7|Bawaslu kah

Bolange menyatakan  Partai

Bane Bolango
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. Memerintahkan atau merekomendasika

. Memerintah

2. BuktipuktiPelapr
m;’ Nama Bukti

Bukti /
Anggota Partai Kebangkitan

Calon Seme .
sementarn Balal  Calon Anppott DD

Pemilu 2019
019, dan selanjutny mengikuti proves

perbaikan berkag
| n berkas kelengkapan persyaratan kel

Calon  Angpota  DPRD  Pemilu 2019 8

ketentuan hukum yang berlaku;

. Menyatak: wele
wyatakan terlapor, KPU Bone Bolango dan/atat

e . -
Pejabat  KPU  Bone Bolanpgo  yang bertupas
i dala

a DPR

melakuks e -
kukan pemeriksaan dan/atau verifilko

ersyar. . )
persyaratan pengajuan bakal calon ango!
melakukan

Dan

Pemilu 2019, telah lalai  dalam

tugasnya, serta telah melanggar Azas, Prinsip
Tujuan Penyelenggaraan Pemilu gebagaimand

amanat Undang- Undang Pemilu No.7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum Bab 11, Pasal 2,

Pasal 3, (Huruf): a, b.c,d, ¢, 1, 8 hy i, J, K
n KPU

Kabupaten Bone Bolango untuk mengubah

dan/atau memperbaiki kesimpulan penolakan

penyampaian Pengajuan Bakal Calon Anggota

DPR Partai Kebangkitan Bangsa Pemilu 2019,

adalah keliru dan tidak mempedomani Peraturan
KPU RI;

kan kepada Komisi Pemilihan Umum
n Bone Bolango untuk menetapkan
Bakal Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan

a Kabupaten Bone Bolango dalam daftar
D PemiluTahun

Kabupate

Bangs
Calon Sementara Anggota DPR

2019.

Kartu Tanda

pC Partal Kebangkitan Bangsa

Mandat D
Kabupaten Bon¢ Bolango

Print Photo Screen Surat Elektronik via

whatsApp KPU RI
Bone Bolango

SIBawaslu Kab.
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p-4 | Print Photo §
hoto Sereen masalah cetak Dokumen
pada Aplikasi Silon
P55 | Photo sa lakukan reg o
saat melakukan registrasi pada I}“knl
12 1 29 menil
P-6 | Photo pada saal menyerahkan dok |
pada  saal  menyerahkan  dokume?

persyaratan adminintrasi

T e sl pada
I photo screen terjadinya masalah pada
aplikasi Silon KPU

3 P_H e —‘;—-.—'-‘-_—-____“____ e
Berita Acara Penolakan Pendaftaran

D 3

Pengajuan dokumen Bakal Calon Anggota

DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten
Nomor.

Bone Bolango Pemilu 2019
38/PL.01.4BA/7503/ KAB/VII/2018

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor
; Bahwa  pelapor  dalam  sidang pemeriksaan
D menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk diperiksa,
1: 1. Zulkifli Podungge, 2. Nur Rahma Hasiru

e antara lair
a. (Saksi Pelapor) Zulkifli Podungge
- Saksi menjelaskan menyaksikan langsung Pro

aran partai PKB dan penolakan Dokumen
paten

S€es

pendatt

pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabu

Bone Bolango.
_ Saksi menjelaskan bahwa pada pukul O
1 18 Juli Tahun 2018 KPU Kabupaten Bone

mengatakan Partai PKB tidak bisa diterima
ggota DPRD,

1.33 Wita

Tangga

Bolango
an pendaftaran calon an

selanjutnya saksi meminta kepastian hukum
KPU Bone Bolango dan mengatakan tolong

saja berita card penolakan kalau

pPKB tidak memenuhi

Kkali meminta akhirnya n

0 Wita Tanggal 18 Juli 2018.

- Saksi menjelaskan mengenai kronologis ketika
melakukan pendaftaran di KPU, waktu itu kurang
lebih pukul 23.00 saksi tidak terfokus dengan
pukul karena saksi hanya sebagai pendamping LO

pengaju

kepada

keluarkan
gyarat, setelah

memang
anti diketik pada

beberapa
pukul 06.0

9[BaW35|" gahbh. Bone Bolango
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DPW PKB (Amnl]pnu ban.r et gkl 55
melakulan regist .dh Hasiru), beliau yang

rasi saat itu bertepatan dengan
salah satu Partai Politik yang di KPU juga yaitu
P?.I, setelah diperintahkan oleh petugas Yyané
dijinkan untuk masuk hanya LO dan operator
SILON, nah pada saat saksi menunggu didepan
KPU dan saksi tidak tahu persis yang ada diruané
pendaftaran karena memang waktu itu saksi
berada diluar, hanya saja tiba — tiba pada pukul
sekitar kurang lebih pukul 01.00 Wita (dini hari),
ketua, sekjen Sdr. (Amrullah Hasiru), selanjutny2
saksi bertanya kembali kepada Amrullah Hasiru

mengenai kronologis penolakan, peliau bercerita

bahwa di dalam ruangan beliau salah melakukan

tanda tangan, hanya persoalan tanda tangan dan

beliau bercerita saksi pun menanggapi kenapa

akan KPU pada saat

terjadi hal seperti itu seakan-
penanganan untuk

itu tidak professional dalam
pendaftaran bakal calon DPRD di Kabupaten Boné
Bolango, kurang lebih pukul 01.00 Wita (dini hari)
masih terjadi perdebatan-perclcbatan panjang
bahwa pada saat itu pula saksi melihat KPU

melakukan instruksi untuk rapat pleno, saksi tidak

waktu di luar mereka

tahu rapat pleno tentang apa,
melakukan rapat pleno tiba-tiba keluar dan saksi
masih mempertanyakan kembali bagaimana

dari PKB pada saat pendaftaran. KPU
ada saat itu, dan saksi tahu

persis kebetulan ada mantan camat Bulango Utara
disitu juga yané saksi tahu persis Bpk Sukri Anwar
perdiskusi dengan  beliau,  saksi

menanyakan mengcnaj kronologis kejelasan PKB

pada saat jtu ditolak apa alasannya. Nah seiring
berjalannya waktu saksi menanyakan terus
nai keputusan KpU untuk penolakan PKB

menge
tetap masih saja hanya satu tanggapan yang keluar

kejelasan
tidak menanggapi P

sempat

m]aawﬂf"“ Kab. Bone Bolango
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bahwa
mereka mge .
Masih  meliha aturan - aturan

secara Iangsung salcsi
yang ada (j

berfikir bahwa hari ini KPU

. Kabupaen Bone Bolango tidak
profesional bahkan mereka

tidak tahu aturan dan
Undang- !

u
ndang yang ada di KPU karena mereka

masih i
i mengambil wakty, kurang lebih lima pukul
art pukul 01.00 wita (gip; hari).

Saksi g
st hadir ¢j Kantor KPU Kabupaten Bone

Bolango tepatnya dj depan Aula dan mengatakan
tahu persis peristiwa yang terjadi saat pengajuan
bakal calon oleh Sdr. Amrullah Hasiru.

Saksi tiba di KPU Kab.Bone Bolango Pukul 23.00
Wita Tanggal 17 Jul; 2018,

Saksi  tidak mengetahui secara jelas mengenai
waktu pendaftaran atau registrasi yang dilakukan
oleh LO di buku registernya KPU.

Saksi pada saat itu berada diluar tepatnya diruang
konferensinya pers KPU dan saksi melihat Anggota
KPU, hanya mondar-mandir kesana kemari tanpa
memberitahu kepada kami kejelasannya, bahkan di
konfirmasi pihak KPU bahwa mereka masih pleno,
pada saat itu saksi melihat plenonya hanya sekali,
jika seandainya plenonya hanya berjalan sclama 25
menit atau kurang lebih berarti masih ada sekitar
4 (empat) pukul yang tersisa pada saat itu.

Saksi melihat penyerahan dokumen Berita Acara
Penolakan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten
Bone Bolango kepada LO Partai Kebangkitan
Bangsa.

Saksi tidak mengetahui waktu penyerahan Berita
Acara Penolakan tersebut, pada intinya penyerahan
tersebut menjelang pag hari.

Saksi tidak melihat, tidak membaca berita acara
tersebut, saksi hanya melihat map yang diserahkan

oleh KPU kepada Amrullah Hasiru.

Saksi menyampaikan operator dari  Partai
Kebangkitan Bangsa pada saat pengisian SILON
€

lu Kab. Bane Belangao
g1 |Bawas . |

euis . e
ol ® R e
o i iy, 30 e

e f .'r, i
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b. (Saksi Pel

4. Keterangan pelapor (
- Pelapor tidak menge
itu ada himbauan

adalah Amr
Pidiim i ik Hasirn (Sekretnrin DPW PKD
rovinst Gorontalo)
Saksi melj

s ithat <,
dr, I"'I“IPUI' membawn  dokumen

persyaratan i .
PENgajuan  calon  anggota  DPRD

Kabupaten Bone Bolanpgo

apor) Nur Rahma Hasiru

Saksi men;
» cnielnales :
Jelaskan di

aplikasi  Silon g ‘Snm mengupload  data

T di‘-ls‘l"m“.\’ﬂ langsung offline dan
restar tetap offline, saal akan

melakukan print oyt langsung muncul format

kembali ke halaman awal,

Saksi melakukan penginputan ke aplikasi Silon

pada hari jum’at dan saksi sudah lupa Tanggal

pengimputan  pada  pokoknya ~pengimputan

dilakukan pada hari terkahir.

Saksi melakukan pengimputan dan mengalami

beberapa kali penolakan/eror system.

Saksi dari pagi hari (hari terakhir) melakukan

pengimputan ke aplikasi Silon sampai dengan

tengah malam.

Saksi mengetahui kekurangan dokumen,

dinataranya ijazah, KTP, SKCK, Surat Kcterangan

Kesehatan serta Narkoba.

Saksi menyampaikan di dalam Silon tersebut

termuat form B1,B2,B3 dan B4 serta dokumen

tersebut tidak dapat dicetak.

Saksi bersama operator PKB
kul 24.00 Wita operator PKB

ke KPU Bone

hanya sampai pukul

23.00 Wita karena pu
(Amrullah Hasiru) sudah pergi

Bolango. :
Saksi tidak terhubung dengan helpdesk  KPU,

karena Sdr Amrullah yang selalu berkomunikasi

dengan pihak KPU.
Amprullah Hasiru)
tahui pada Tanggal 15 Juli 2018

dari KPU RI yang menyatakan

lz]BaWHS'“ kah. Bone Bolango
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barometer i

l"i‘l.:!::‘t:iil;\:l:nil::.l:ll.‘llIl‘r dokumen Hardcopy ~ katen?
. asuk dalam group WhatsApp terscbut.
I‘t‘llupnr mendapatkan telephone dari pengurus Partal
lh‘l-? -b;-m'msi Sulawesi Utara Saudara Sudirjo Soga
(f-:kmt‘;uinn_\-u himbauan perintah melalui WhatsApp
KPU Rl terhadap perpanjangan waktu pengajuan
pendaftaran bakal calon anpgota DPR dan ‘me)
sampai dengan pukul 09.00 Wita Tanggal 18 Agustus
2018. ' ‘
Pelapor memiliki bukti lain atau bukti otentk lain
seperti copyan yang asli dari KPU sebagai pembanding
dari yang Saudara Sudirjo Soga kami samakan isinya
sama persis dengan dan tidak ada bedanya dengafl
WhatsApp apa yang diterima oleh KPU Provinsi
Gorontalo.

Pelapor tercatat sebagai tim penghubung atau LO
partai kebangkitan bangsa (PKB).

Pelapor pada saat melakukan penginputan maupun
pencetakan dokumen mengalami  gangguan pada
aplikasi Silon.

Pelapor pada Tanggal 17 Juli
19.00 sampai 21.00 Wita sering mengalami (up dot

enginput data hilang sampai dengan 10-
tampil lagl kemudian

0018 sekitar pukul

vn)

ketika kita m
15 menit kemudian bisa

paling mendasar dari awal itu adalah

masalah yang
k dokumen Formulir B.

ketika menceta
ke Silon atau

mulai menginput data

Pelapor
dari saat dibimtek oleh KPU RI di

mengakses dimulai

1 pelaksanaannya pelapor sudah

DPP yang Tangga
tidak ingat lagi.

Pelapor sebelum hari
lon

pendnftaran di buka kami sudah
bisa mengakses Si dan sudah punya usernya
U RI dan pada prinsipnya tidak
mencetak Formulir B semuanya
pada saat kami menginput data
e 10 kan dikasih waktu 14 hari
ginput data itu sudah mulai

diberikan oleh KP
masalah karena bisa

lancar, nanti sudah

caleg pada hari yang K

antuk kami Dbisa men

bermasalah-
aslu Kab gsone Bolango

13]Baw
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- Pelapor g

a sebelup g

di har ;
. akhir g " ,
menguploac dokumen sudah menginput atan

. Yang dimintn  oleh aplikasi
. Il . - 1

Pelapor Stpanjang Sudah gq

s ah ac

akukan imput

hanya ¥Tp [KTA

k

sudah me] 4 caleg yang mendaftar

ata di Silon, dasar pelapor
sud
arena masih ada magy

s T8

- Pelapor telah mem

ah bisa mendaftar di Silon
perbaikan.

¢ asukkan se
wajibkan kedalam aplikasi Silc

pengaju

mua dokumen yang di
n sebelum batas akhir
an sud W s

ah masuk ke aplikasi Silon, karena

yang pali
& paling utama adalah dokumen identitas dan

KTA, sebab dokumen-dokumen lain itu bisa pada
masa perbaikan seperti SKCK, keterangan jiwa
kesehatan jasmani dan narkoba.

Pelapor sebelum meregistrasi ke KPU kabupaten Bone

Bolango pada pukul 23.10 Wita Tanggal 17 Juli 2018,

pelapor singgah di KPU Provinsi untuk mendaftarkan

caleg provinsi kemudian langsung ke KPU Bone

Bolango.

- Pelapor tidak bisa mencetak form B yang meruSdran
dokumen utama yang harus di daftarkan ke KPU.

- Pelapor meregistrasi 23.29 Wita tanggal 17 Juli 2018
kemudian menyampaikan kepada tim verifikator
bahwa pelapor tidak punya dokumen yang akan
daftarkan, oleh tim verifikasi pelapor di fasilitasi
untuk di arahkan ke ruang operator dan di ruang
operator pelapor di bantu dan ketika operator help
desk KPU Bone Bolango itu mencetak hal yang sama

i alami oleh operator kalau di hitung-hitung

juga d
5-20 kali dia tidak bisa diakses dan selalu

sekitar 1

kembali kehalaman utama.

Pelapor pada dasarnya diberi mandat oleh pimpinan

ntuk mencetak hal hal yang penting menyangkut
: kumen partai oleh ketua partai dan ditandatangani
okume

di atas materai. .
- Pelapor pada saat pengajud
ikan kepada sauda

a ; “t
rnenyamP- St tandatangani dan pada saat itu
dokumen In

n dokumen sempat
ra terlapor bahwa

asiu ’;Ji_‘], Bone BD_IF.IFI{:G
as

14Baw
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asanidara pelag
nr ey
NYampai,
: U kalau boleh pelapor
akan  tandag : ' i holeh pelag
“”"“Ill ] ;
¥ ".']'l",”ti " "
o . Penpnjuan dan saudara
toriapor MeEnyampaikan, ;

dalam
“toduwolo” '

bahasa porontalo
artinyg

; y mempersilahkan untuk
ANt dokumen, itu,

Pelapor mendapy

m(:n:mrl:n:my'

wkar : P
an bukti pada Fanggal 25 Agustus

sckertaris DPW  PKB

2018 setelah ditelfon oleh

Provinsi sul; i
Iy . (IWCSI l.l i e - 2 i
L lara saudara sudiro soga beliau
mempertanyakan hal-hal

e Sampai pengajuan dokumen
administrasi hak

" | al calon anggota DPRD kabupaten
3one Bolango  ditolak olch KPU kemudian beliau

' ahwa ada edaran KPU RI yang
masih memberikan waktu sampai pukul 09.00 Wita

langsung respon b

pagi kepada partai politik yang belum melengkapi
seperti foto tanda tangan basah ketua dan hal hal lain
menyangkut kelengkapan dokumen pengajuan bakal
calon terscbut, kemudian yang bersangkutan
mengirim ke pelapor dokumen yang ada di sekretaris
DPW PKB sulut tersebut.

Pelapor meyakini kalau helpdesk KPU Bone Bolango
mendapatkan arahan dari komisioner dan kami tidak
paham  kenapa sampai katanya tidak bisa
memasukkan secara manual,

Pelapor ketika selesai melakukan registrasi dibantu
oleh operator KPU Bone Bolango dalam hal mencetak
dokumen itu, oleh ketua KPU pelapor diarahkan
untuk dibantu oleh operator KPU dan itu kami di luar
operator itu kurang lebih satu pukul stengah karena
kondisi yang sama juga dialami oleh operator KPU
dialami oleh operator itu sctiap mencetak dokumen
keluar kembali kehalaman utama dan nanti setelah

satu pukul stengah kemudian itu baru bisa dicetak

setelah selesai di cetak pelapor langsung di meja tim
angsung diterima oleh ketua KPU dan
ada bertiga pelapor menyampaikan
tidak ditanda tangani oleh

verifikator dan 1
anggota lainya

bahwa dokumen ini
pimpinan atau ketua partai karena memang baru

keluar dari Silon dan dicetak di KPU. kemudian kami

ﬁlﬁawaslu Kab. Bone Balango
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pelapor ijin k .
jin kalau bisa pelapor akan tanda tangant

oleh tim verifik: :
verifikator  dipersilahkan  dan pelapor

tandatangani nanti .
B nant  setelah pelapor tanda tangan!

disitulah  awalny
awalnya pelapor sudah tidak bisa

melanjutkan
jutkan apa-apa karena seolah olah semud itu

utus disi .
F?da}\ d isitu pelapor tidak lagi di ccklis dan sudah
u P L )

i kasih informasi dengan dokumen dokumen
us, tim

3PﬁT}‘aﬂg sudah dibatalkan kami langsung fok
verifikator KPU tidak bisa melanjutkan pendaftaran.

- Pelapor setelah dipermasalahkan tandatangan
aan atau verifikasi

itu

tidak ada lagi kegiatan pemeriks
kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh KPU Bone
Bolango.

Pelapor mengetahui bahwa batas akhir pendaftaran
pengajuan bakal calon anggota DPRD adalah Tanggal
17 Juli 2018 Pukul 24.00 Wita berdasarkan PKPU.
Pelapor mengalami kendala dalam mencari kandidat
calon anggota DPRD, sehingga pelapor menyampaikan
bahwa partai politik yang melakukan pendaftaran di
akhir-akhir waktu pendaftaran bukan hanya partai

PKB saja, karena pelapor menganggap ini masalah

Nasional.
mengetahui bukti P-9 itu adalah
penolakan oleh KPU

g lebih pukul 06.00

- Pelapor foto terahir
waktu penyerahan berita acara

benar benar tepat pada kuran

kadang kita tidak bisa mengklik
aleg itu sudah di unggah di Silon
di cetak di kolom Formulir B itu

omatis nama nama yang sudah di
unggah, tetapi pada saat itu mungkin Silonnya drop
karena terlalu panyak yang mengakses sehingga
ketika mengklik tidak keluar nama-nama caleg yang

akan kita cetak fakta intergritas.
- Pelapor sudah meminta pendapat dari operator KPU
. enurut hemat mereka bahwa ini faktor file-

anggota DPRD,
karena nama-nama ¢
kemudian ketika

keluar secara ot

15'53-.,,:“:#11 kab, Bone Bolango
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file yang di
d 1 ur il :
1ggah terlalu besar seperti foto, tetap!

pelapor mengetahui tekni
getahui teknisnya bahwa nlt:m{l:ll“ﬂﬂ“l'

dokumen itu ti :

u tidak bisa lebih dari satu megabyl® dan

yang pcla ol .
g pelapor upload itu rata rata sudah di konverst

500 kilobyt z ;
byte artinya setengah dari satu mecga dan 1ty

tidak masale ; i
salah,masalah utamanya memang Silon 1ty
sendiri sulit untuk mencetak Formulir B.

- Pelapor se
p sebelum  melakukan  penandatanganan

doku i £t
men sudah meminta izin kepada terlapor, kalau

pada akhirnya terlapor beralasan tidak mengenal

ketua partai PKB dan menolak dokumcn tersebut

maka pelapor tidak akan melakukan

penandatanganan.
ta izin kepada terlapor

- Pelapor pada faktanya memin
terkait

sebelum menandatangani dokumen,
mengenai sanksi pelapor tidak

penjelasan terlapor
tersebut, karena menurut

mendengar penyampaian
pelapor beliau sudah meminta izin sebelumnya untuk

menandatangani dokumen.

5. Uraian jawaban Terlapor
Bahwa dalam hal bertindak selaku Ketua dan anggota

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
berkedudukan di Jl. Perintis Desa Huluduotamo, Kec.

ne Bolango, terlapor 1. Adnan A.

Suwawa, Kab. Bo
SE, 3. Humairoh

Berahim, M.Pd, 2. Sutenti Lamuhu,
U. Tipuwo, s.pd, M,Pd. menyampaikan jawaban atas
laporan pelapor sebagai berikut:

1. Waktu dan Peristiwa
fakta alur pendaftaran Partai

Kebangkitan Bangsa di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- Bahwa Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.29 sd,
03.34 Wita) partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Kabupaten Bone Bolango dengan LOnya saudara
elakukan registrasi dalam pengajuan
PRD Kabupaten di KPU

Bahwa sesuai

Kabupaten Bone Bolango-

17|Ba'waslu Kab. Bone Bolango
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Bahwa Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.35 wita)
Pada  saat  dipersilahkan  untuk melakukan
penyerahan  dokumen persyaratan bakal calon
PELAPOR berkata “Saya belum ~membawd
dokumen persyaratan karena belum sempat di
printout  terkendala  server  SILON™. Dapat
dipastikan dan terlihat dengan jelas yang
bersangkutan tidak membawa satupun dokumen
pengajuan bakal calon. dan mempersilahkan
partai lain yang sedang melakukan Register untuk
melaksanakan penyerahan Dokumen persyaratan
bakal calon.

Bahwa Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.36 Wita)
Oleh karena kendala tersebut, TERLAPOR
meminta operator SILON memfasilitasi PELAPOR
untuk mencetak dokumen pengajuan bakal calon
didampingi oleh operator SILON. Pelayanan yang
sama juga kami lakukan bagi partai politik lainnya
yang mengalami kendala pada SILON dengan
mengedepankan azas keadilan.

Bahwa Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.37 Wita)
sd. Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 01.58) Operator
SILON sdr. Fahmy Djibran atas permintaan
TERLAPOR, mendampingi PELAPOR
melaksanakan pencetakan dokumen pengajuan
bakal calon

Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 01.59 sd.
02.45 Wita) Mengingat PKB telah melakukan
registrasi sebelum berakhir masa pengajuan bakal
calon, maka TERLAPOR setelah berkoordinasi
dengan Bawaslu Kabupaten Bone Bolango, KPU
e Bolango mempersilahkan PELAPOR untuk

gajukan dokumen persyaratan bakal calon

Bon
men

PKB.
Bahwa Sebelum penyerahan dokumen persyaratan

dari PKB ke KPU Bone Bolango,

bakal calon
TERLAPOR I menyampaikan bahwa dokumen

parsyaratan Bakal calon diatur dalam PKPU NO 20

18 |Bawaslu Kab. Bone Bolango
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Falwin 2o p
'hﬂ.”"hl.n”‘ :lll.l"k.'ll i wat 1 odan ik lf'lllrllhi‘
o PErRY matag, Penpajuan hakal calon yistig
:1 nl fenploag dan/ntan tidak sah, makn tidak
AYRY il

; Wt dilakakay, Perbailinn pada sant ini karens
L]

atas wakiy Masn penpajuan telah  berakhir
rebagnimana tercantum pada PKPU RI- Nomor 20
Falwin 20n pasnl 16 ayal 6 dan sesuai dengan

Keputazan K [N
KUV 20 s,

Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/

Halwa - Selanjutnya  TERLAPOR 11 bertanya

"aldrah basdr siap menerima konsekuensinya?”

PELAPOR menjawal “saya siap”,

Bahwa Selanjutnyn TERLAPOR 1 bertanya kepada

PELAPOR  “aSdrah dokumennya sudah  boleh
dipeniksa sekarang? * PELAPOR menjawab “saya
belum tanda tangan, saya tanda tangani dulu”.
TERLAPOR menjawaly “silahkan”.

il\ Baliwa TERLAPOR mempersilahkan PELAPOR

{'Fw' untuk menandatangani dokumen yang ada karena
menurut TERLAPOR  bahwa dokumen  tersebut
meruSdran milik dan kewenangan internal partai
dan tidak ada hubungan sama sckali dengan
Romisioner KPU Bone Bolango.

- Bahwa Yada saat PELAPOR sedang
menandatangani dokumen, salah satu dokumen
yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan
diambil oleh Pimpinan Panwas Kabupaten Bone
Bolango sdr. Alti Mohamad dan menunjukan
kepada TERLAPOR I bahwa nama yang tertera
pada  dokumen pengajuan  bakal calon  yang
ditandatangani olch  PELAPOR adalah Muchlis

Hasiru, SH yang meruSdran ketua DPC PKB

Kabupaten Bone Bolango.
Bahwa Selang beberapa saat kemudian, Ketua

Panwas Kabupaten Bone Bolango Sdr. Fahri

Kaluku juga mengambil salah satu dokumen yang

sudah ditandatangani PELAPOR dan Sdr. Fahri

Kaluku mengatakan *fatal ini".

19 |Bawasty kalb Bone Bolango
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TR

Bahwa g
Sctelah  go
s¢mug dokumen (elah  selesai

ul:;h PELAPOR, TERLAPOR I
pada "
@ PELAPOR “uSdrah dokumen

sudah dapat diper;
diperiksa” g
(e i HI] PELA ]
sambil menyerah) POR me

ditandatg ngani

meminta izin ke

ngiyakan
an — )
dokumen pengajuan  bakal

calon dari
PKB Kabupaten Bone Bolango.

Bahwa ot
PEL Apj;lil:lj:;:yse:i%? OR I bertanya kepada
Bolango? "PELAPOR 1 .C PI(B“I{abup:alcn Bfmc
kemuedlan TRREAPOR enjawab “Muchlis Hasiru”
siapa ” PELAPOR menj I bc:mnya i
s TERLAPORenJawab Amrullah Hasiru ”.
baSdr menandata l- Bertanya lagi “mengapa
: ngani dokumen ini?” PELAPOR
menjawab “karena disitu disebutkan pelaksana
tugas ketua/sebutan lain”.
Bahwa PELAPOR bertanya kepada TERLAPOR
“kira-kira apa yg dimaksud dengan sebutan lain di
dokumen itu ? ” TERLAPOR 1 menyampaikan
bahwa yang dimaksud dengan sebutan lain yang
bisa menandatangani dokumen pengajuan bakal
calon adalah pimpinan partai politik sesuai
tingkatannya yang memiliki kewenangan sesuai
AD/ART partai politik. Lebih lanjut TERLAPOR I
menjelaskan kalau ditingkat kabupaten maka yang

menandatangani dokumen adalah  dewan
abang partai politik tingkat kabupaten.

pimpinan €
U No 20 Tahun 2018 pasal 11 ayat 4, 5

Sesuai PKP
dan 6

Bahwa Selanj

PELAPOR * aSdrah baSdr diberik
oleh partai mengajukan dan

gani dokumen ini
kkan AD/ART atau

yang menyatakan hal

utnya TERLAPOR I bertanya kepada
an kewenangan

untuk
andatan 2 Tolong tunjukkan

men

gK-nya atau tolong tunju

peraturan organisasi Jainnya
PELAPOR tidak dapat

Akan tetapi
n AD/ART partai politik

tersebut.”
kkan SK maupu

menunju -
turan organisast

atau pera

( 3 - Bolango
slu Kab. pone 1
mIBRWG.

Scanned by C

et

amScanner



Menjelaslan bahwa dengan

andatang,

't ' ani oleh orang
Yang tidak be

"Wenang
Pasg] ,
dasal | l ;]‘\r{

dan inj lidak

) w4, 5 dan ¢ PKPU Ny 2(
ahwy S(_sl;mjulm,'u

sesuai dengan
) Tahun 2018.

TERLAPOR memeriksa
thal calon yang ada (Model

Manya kepada PELAPOR “

Imnpimn B2 sep
dalam PKPU N

dokume Ngaj
nen Pengajuay, by

B.2), TERLAPOR I be

aSdraly adn

apaimana  diatur
20 Tahup 2018 p

1 ' asal 12 huruf b
dan I\cputusnn KPU-R| Nomor 876/PL.01.4-
Kp K

\U/UO/RPU/VH/QOIS Tabel 5. Materi Penelitian
dan Pammctcr Ke

absahan Dokumen Pengajuan
Bakal Calon No, 3

dengan materi Penelitian Huruf
d, Parameter kcabsahnn huruf d. Kemudian
PELAPOR Mencoba mencari lampiran dimaksud
Pa-apa dan menjawab
Mungkin sudah lercecer’,

a Sclanjumya TERLAPOR 11 menyampaikan

a lampiran model B, 2 wajib
sebagaimana sy

tetapi tidak menemukan g
“saya tidak bawa
Bahw

disertakan
arat - kelengkapan yang sudah
dalam Keputusan xpy RI Nomor
876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/Vll/2018 Tabel 5.
Materi Penelitian dan

diatur

Parameter Keabsahan
Dokumen Pengajuan Bakal Calon No. 3 dengan

materi Penelitian Huruf d, parameter keabsahan
huruf d.

Bahwa Selanjutnya TERLAPOR melanjutkan
penelitian kelengkapan dokumen pengajuan daftar
calon terkait dengan Salinan Keputusan Menter
Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,
Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi
dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partaj
Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partaj
Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya
sebagaimana diatur dalam PKPU No. 20 Tahun

A \ ; I;]['ITE'I
1 W lu llb. uﬂ ne Bo B
zllﬁ{ asilt K ]
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2018 Pasal 12 Iy T
876/p1,.01

5. Mater P

lan Keputusan KPU-RI

TRPYO6/KPU VI 2018 Tabel
imn {];”]

Nomgy

enelii = )
veliti Parameter Keabsahan

“NEajuan Bakal Calon No. 5 (salinan

I'Jnlcumun P

sesuai tingkatannya).
PELAPOR menjaw

say

I(cmu(lian
bolehka,

untuk n

ab “saya tidak bawa,

4 mingy kebijakan dari TERLAPOR
anti melep

gkapi dokumen-dokumen yang
belum lengkap,»

Bahwa Tanggal 18

Juli 2018 (Pukul 02.45 Wita
sd.

3.30 Wita) TERLAPOR II mengatakan
“sckarang waky, sudah meny

njukan pukul 02.45
Wita,

kam;j komisioner KPU sudah memberikan

waktu dengan pertimbangan gangguan  server

Silon serta sudah melakukan registrasi sebelum

pukul 24.00 Wita, dan diawal sebelum dimulai
penelitian  kelengkapan dokumen juga sudah
disampaikan bahwa karena waktu pengajuan
sudah melewati batas waktu yang telah diatur
pada PKPU No. 20 Tahun 2018 Pasal 9 ayat 4
huruf b, maka jika terdapat salah satu dokumen
yang menjadi syarat pengajuan daftar calon tidak
lengkap, partai polittk sudah tidak memiliki
kesempatan melakukan kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud (melewati Batas akhir
masa pengajuan daftar calon) sesuai Pasal 16 ayat
6.

- Bahwa TERLAPOR I menyampaikan bahwa Kami
sudah memberikan kesempatan untuk melengkapi
dan memperbaiki dokumen skarang sudah
melewati batas waktu yang ditentukan, jadi kalau
melihat kekurangan dan keabsahan dokumen,
maka dokumen pengajuan daftar calon BaSdr
tidak sesuai dengan ketentuan yang telah
disebutkan diatas.

- Bahwa selanjutnya PELAPOR menyatakan aSdrah
tidak bisa dipertimbangkan lagi dengan segala

ya yang telah saya laksanakan sampai saat ini.
upayé

7 lgne B ang
22 |Bawaslu Kab. Bone Bolanga
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H}_lhwa qel,

a : :
an y; NEo tidak bisa melanggar
B tlng hcr][{ku D -

Z BahWa

keter

1tu
at an disini juga hadir
: en Bone Bolango.
sclanjum_\'a PELAPOR

L3
Kals . S
lau begity sayt fin menyatakan

ta Berita Acara”

Ba.hwa T
an :
Egal 18 Juli 2018 (Pukul 03.31 Wita

sd. 03.55 &
melakuka:ur :ja) atas masalah tersebut TERLAPOR
iskusi dengan Bawaslu Bone Bolango

Sdl"_ Fahri
Ketua KPUKaluku dan Alti Mohamad (diruangan
Bone Bolango) Sdr. Alti Mohamad

I::;jhm?:;ta;aimwa dari waktu yang diberikan
- cukup, dan yang bersangkutan
_}l-.lga tidak dapat menunjukan SK Kepengurusan
tingkat Kabupaten ataupun SK lain yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki
wewenang.

- Bahwa Sdr. Fahri Kaluku menyampaikan bahwa
PELAPOR menandatangani dokumen yang bukan

kewenangannya.

. Bahwa Selanjutnya TERLAPOR meminta waktu
untuk melakukan Rapat Internal Komisioner.

. Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 04.00 Wita
sd. 04.30 Wita) TERLAPOR melaksanakan Rapat
pleno tertutup Komisioner dan Rapat Pleno
menetapkan Bahwa berdasarkan hasil penclitian

absahan dokumen pengajuan

gacu pada pada PKPU Nomor

kelengkapan dan ke
bakal calon dan men,

20 Tahun 2018 dan
Nomor:S'?E:/ PL.01.4-]{pt/06/ KPU/VII/2018, maka
an bakal calon dari Partai

Keputusan KPU-RI

dokumen pengaju
Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bone Bolango

dinyatakan ditolak. |
Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 (Pukul 04.31 Wita

d. 05.30 wita) KPU Bone Bolango menyusun
sd. 0v-

Acara Penolakan:

Berita
I

Bahwa Tangeal 18 J¢
PELAPOR menerima

aslu Kab.

0018 (Pukul 05,35 Wita)
Berita acara Penolakan

gone Balango

IEER
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Nmrmr:.’iH/l’L.(J l ABA 75

i :(J:l/l(N.’i/WI/}:UIEi disnk-
L1 i n 11
Pimping Bawasly, Bone Bolango sdr. Alti
Muh;unrnurl. ’
© Bahwy 1, ;
. Tanggal 18 g 2018 (Pukul 09.13 Wita

ita) TERLAPOR menerima WA

. Hukum dan Teknis KPU Provinsi
10TON ads
o pada Pukul 09.13 wita dan anggota

komisione .
Sloner Kpy Provingi Gorontalo sdr, Hendrik
10.12 wita |

darj Knhap

Imran pag, puku]
- Bahwa 1y
TERLAPO

Gorontalp

ngpal 18 Juli 2018 (Pukul 16.30 Wita)
R melakukan konsultasi ke KPU Provinsi
terkaiy kronulngis penolakan pengajuan

daftar  cajon dari  partai pkp sekaligus
Nyampaikan Berita Ac
laporan.

me i
ara Penolakan sebagai

Bahwa Selanjutnya Ketua KPU Provinsi Gorontalo

menyampaikan kepada Kpy Kabupaten Bone
Bolango untyk dapat
tertulis, tid

membuat kronologis secara

ak sckedar lisan scbagai bukti prosedur
yang telah dilaksanakan.

Bahwa Tanggal 19 Juli 2018 Pukul 1045 Wita
TERLAPOR melakukan  koordinasi dengan
BAWASLU Kabupaten Bone Bolango dan bertemu
dengan Ketua beserta Pimpinan BAWASLU Bone
Bolango (Sdr. Fahri Kaluku dan Sdr. Dahri Kolo
Yusul), berkoordinasi tentang instruksi dari KPU-
RI melalui Help Desk perihal perpanjangan waktu
sampai Pukul 09.00 WITA. menurut Pimpinan
Bawaslu Kabupaten Bone Bolango (Sdr. Dahri Kolo
Yusuf) bahwa instruksi melalui Wasthapp tidak
dapat ditindaklanjuti karena tidak memiliki
kekuatan hukum serta hal ini juga sudah melewati
batas waktu yang sudah diinstruksikan, sehingga
tidak ada lagi yang bisa diakomodir dengan hal
dimaksud. Selanjutnya TERLAPOR memper-
tanyakan, bilamana ada gugatan dari partai PKB
terkait Berita Acara Penolakan yf'mg sudah
diterima oleh partainya, dan Sdr. Dahri Kolo Yusuf

2 |Bawaslu kab. Bone Bolango
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%
|

QG

menjawaly bahwy

e
dm‘m | et Acara penalaknn el
ditadikan

leon &

Samia . cnal standing untnk ahjek

L ) R‘\lh. .‘1!_
HReln

harus menyertakan  Hurd

Keputusan,

2.
T‘anggapan Atas Dugaan pe

Pemiln langgaran Administ rani

Bahwa PELAPOR 1
A Wak terdaftar sebagar Calon
Ange '
anggota DPRD Kal
: . abupaten Bone Bolangpo karend

um ditetapkan oleh Kp
e eh KPU Bone Bolango dalam
altar Calon Sementar
" ntara Anggota DPRD Kabupaten
one Bolangn,
- Bahwa e
< aar o BN

) 1ar - PELAPOR  adalah  Operator
rerangk

Cabs gkap Penghubung (LO) Dewan pengurus
abang Partai K :

N g Partai Kebangkitan Bangsa Bone Bolango
rdasarkz and:

: kan mandat yang telah dikeluarkan oleh
ewy - i

an  Dewan  pengurus  Cabang Tartal

Kebangkitan Bangsa Bone Bolango

- Bahwa tidak benar dan tidak beralasan apa yang
disangkakan oleh PELAPOR bahwa TERLAPOR
tidak melaksanakan perintah  Undang-Undang
Peraturan KPU terkait dengan  Penolakan

Pengajuan Svarat administrasi Pendaltaran Bakal

Calon Sementara DPRD Kabupaten Bone Bolango

Partai Kebangkitan Bangsa scbagaimana Berita

38/PL.O1.4-

Acara Nomor:

BA/7503/Kab/ VII/2018 Karena sesuai fakta alur
sejak saat Registrasi penerimaan pengajuan
Bakal Calon Partai Kebangkitan Bangsa

berkas
pengajuan  syarat

sampai dengan penolakan
Administrasi pendaftaran Bakal Calon Anggota

DPRD  Kabupaten Bone Bolango Partai
Kebangkitan Bangsd TERLAPOR menjalankannya
berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018
dan Keputusan KPU RI Nomor: 876/PL.01.4-

Kpt/06/KPU/VII/2018 330

hukulﬂ'-l pdaksanaan
adminisu‘asi Pendaftaran Bakal

g meru-Sdran dasar

syarat

pengajuan
Calon Sementara

gead golango

-
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A=

sehingga idak g4,

x5 indikasi  pelanggaran
Administrag; Pemily (Bukti

).

truksi WhatsApp KPU

perbaikan S;:,dﬂr.lema terkait  perpanjangan
Pal dengan Tanggal 18 Juli 2018

Pukul 09,9
- 0 Waktu setempat, Namun TERLAPOR
engetahyj adanya Instruksj ter

B v
ahwa benar adanya |ng
Republik

menerima Whates - sehut nanti :sa;';t
RPU Provingt cio Pp dari Kabag Hukum & Teknis
_ rontalo pada pukul 09.13 wita dan
dari anggota komisioner KPU Provinsi Gorontalo
sdr. Hendrik Imran pada pulul 10.12 wita (Buketl
2).
Bahwa Tanggal 18 Juli 2018 TERLAPOR
melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Gorontalo
terkait kronologis penolakan pengajuan daftar
calon dari partai PKB dan Instruksi melalui
WhatsApp tentang perpanjangan Waktu Perbaikan
Dokumen sekaligus menyampaikan Berita Acara
Penolakan sebagai laporan. Bahwa pada Tanggal
19 Juli 2018 Pukul 10.45 Wita TERLAPOR
melakukan koordinasi  dengan BAWASLU
Kabupaten Bone Bolango dan bertermnu dengan
Ketua beserta Pimpinan BAWASLU Bone Bolango
(Sdr. Fahri Kaluku dan Sdr. Dahri Kolo Yusuf),
berkoordinasi tentang instruksi dari  KPU-RI
melalui Help Desk perihal perpanjangan waktu
pukul 09.00 WITA. menurut Pimpinan
ango (Sdr. Dahri Kolo

sampal
Bawaslu Kabupaten Bone Bol
yusuf) bahwa instruksi melalui WhatsApp tidak
ditindaklanjuti karena tidak memiliki

dapat
erta hal ini juga sudah melewati

kekuatan hukum
g sudah diinstruksikan, schingga

tidak ada lagi yang bisa diakomodir dengan hal
Selanjutnya TERLAPOR memper-
jamana ada gugatan dari partai PKB
ta Acara Penolakan yang sudah

partainya, dan Sdr. Dahri Kolo Yusuf
penolakan tidak

batas waktu yan

dimaksud.
tanyakﬂn: bi
terkait Beri

diterima oleh

i cara
menjawab bahwa Berita A
clu Cab. fone [3{!‘.][’1{!!}

26| Bawa
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dapat  dijnd;
dijadik .
Wn-legal  standing untuk objek

gugatan  ge
ﬁ Sengketa Sural

Keputusan, harus  menyertakan
Bahwa bengr
" ar pada Tanggal 17 Juli 2018 pukul

:30 PELAPOR menghubungi KP . Bolango
o ngi KPU Bone Bolang
. adanya ganngguan jaringan, namun hal ini
tidak  bisa menjadi limana
_— g pembenaran  diman

I-:}r aannya Partai Peserta Pemilu sudah diberi
wakt

U yang cukup dalam mempersiapkan scgala

dokumen persyaratannya hal ini terbukti pada
Partai  lainnya yang bisa menyampaikan
persyaratan bakal calonnya sesuai waktu yang
telah ditentukan.
Bahwa pada Tanggal 17 Juli 2018 (Pukul 23.29
sd. 23.34 Wita) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kabupaten Bone Bolango dengan LOnya saudara
PELAPOR melakukan registrasi dalam pengajuan
bakal calon anggota DPRD Kabupaten di KPU
Kabupaten Bone Bolango sesuai dengan data pada

buku register pengajuan bakal calon (Bukti 3).

Selanjutnya TERLAPOR mempersilahkan

PELAPOR  untuk  menyerahkan Dokumen

persyaratan bakal calon namun PELAPOR berkata

“Saya belum membawa dokumen persyaratan

karena belum sempat di printout terkendala server

SILON”. Dapat dipastikan dan terlihat dengan jelas

yang bersangkutan tidak membawa satupun

dokumen pengajuan bakal calon. dan
partai lain  yang sedang
untuk  melaksanakan

an Dokumen persyaratan bakal calon.
Oleh karena kendala tersebut, TERLAPOR

perator SILON memfasilitasi PELAPOR
gajuan bakal calon

mempcrsilahkan
melakukan Register

penyerah

meminta 0
untuk mencetak dokumen pen

didampingi oleh operator SILON. Pelayanan yang
juga kami lakukan bagi partai politik lainnya
kendala pada SILON dengan

¢al e lango
aslu Kag. Bon Ro B
z’!BﬂWdh
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Be
P:::Zt:):::l:;L::.?)N sdr. Fahmy Djibran atis
melaksanakan Pt:nnl.z' mendaniphg PELA.I,OR
bakal calon selesa; cetakan dokumen pengajua?
esal pada pul G
Bahwa Mengingat pK pukul 01.58 Wita. | |
acbelum beraks B telah mt,:lnlcuk:m registrast
maka TERLAPOR ﬂj«':lsa pengajuan h;ik.nl calon,
Bawaslu Kabu t_bucmh berkoordinasi dengan
Bolango menim Ln' Bone Bolango, KPU Bon¢
persilahkan PELAPOR untuk
mengajukan dokumen persyaratan bakal calon
PKB pada pukul 01.59 Wita.
Bahwa Sebelum penyerahan dokumen persyaratan
bakal calon dari PKB ke KPU Bone Bolango,
e R I menyampaikan bahwa dokumeci
parsyaratan Bakal calon diatur dalam PKPU NO 20
Tahun 2018 Pasal 11 ayat 1 dan jika terdapat
dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang
tidak lengkap dan/atau tidak sah, maka tidak
dapat dilakukan perbaikan pada saat ini karena

batas waktu masa pengajuan telah berakhir

sebagaimana tercantum pada PKPU Rl Nomor 20
018 pasal 16 ayat 6 dan sesuai dengan
Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-
Kpt/Oﬁ/KPU/VII/QOIS. selanjutnya TERLAPOR II
«qGdrah  baSdr siap  menerima
PELAPOR menjawab  “saya
I bertanya kepada

Tahun 2

bertanya

kon sekuensinya?’

siap”. Selanjutnya TERLAPOR
PELAPOR “aSdrah dokumennya sudah boleh
ELAPOR menjawab “saya

eriksa sckarang il
a tanda tangani dulu”.

m tanda tangam say
b “silahkan”. TERLAPOR

PELAPOR untuk

dokumen yang ada karena
pahwa dokumen tersebut

dip
belu
TERLAPOR menjawa
mempersilahkan
mcnandatanga“i

urut TERLAPOR

meruSdran milik dan
dan tidak ada hubungan sama seckali dengan
Bahwa Pada saat PELAPOR

gani dokumen, salah satu

kewenangan internal partai

komisioner KPU.

sedang menandatan

aslu Kab. Bone Bolango

ﬂ]Baw
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({l‘l{l“
nen y
.ﬂll’r i
 te 14
lah nllhuulnlmwnni oleh  yang,

bers;
npkutyg dinmbyj |
oleh

Kaln Pl
1 . . 1 .
Piaten Bone Bola mpinan  Bawaslu
' ‘l"l} & - "

RO sdre. Alti Mohamad dan

menunjukyy,
SN kepada
ada TERLAP

yang terter OR 1 buhwa nama

1 pada
k do ¥ .
yang ditandgy kumen pengajuan bakal calon
. a l][]'uln"
pani .
Muchlis olch  PELAPOR adalah

Hasir

Siru, SH oy,
’ 2 Yang QR %
> , yang meruSdr s )
PKB Kabupaye ruSdran ketua DPC

n :
Bone Bolango (Bukti 4). Sclang

beberapg saat

Kabupaten kemudian, Ketua  Bawaslu
'n -
‘one Bolango Sdr. Fahri Kaluku juga

mengambil — salan

dit satu  dokumen yang sudah

andata i
ngant PELAPOR dan Sdr. Fahri Kaluku
mengatakan “fatal ing”

Bahwa a
Qg { o i
lanya pengambilan gambar selama masa

pengajuan berlangsung dilakukan oleh petugas
dokumentasi  Kpu Bone Bolango, Petugas
dokumentasi Bawaslu Bone Bolango, wartawan
Cetak dan  kepolisian. Hal yang sama juga
dilakukan terhadap Semua Partai Politik yang
mengajukan  pendaftaran Bakal Calon Anggota
DPRD Kabupaten Bone Bolango,;

Bahwa TERLAPOR tidak pernah menuduh
PELAPOR mclakukan peclanggaran terhadap
penandatanganan Dokumen Pengajuan Bakal
Calon anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango
dari Partai Kebangkitan Bangsa akan tetapi

TERLAPOR I hanya mempertanyakan “mengapa

baSdr menandatangani dokumen ini?” PELAPOR

arena disitu disebutkan pelaksana

menjawab  “k
an lain” PELAPOR bertanya

tugas ketua/sebut
pada TERLAPOR ° kira-kira apa yg dimaksud
lain di dokumen itu ? 7

bahwa yang

ke
sebutan
I mcnyampaikﬂn
sebutan lain yang Dbisa
al calon

dengan
TERLAPOR
dimaksud  den
mcnundataﬂgﬂ“i

adalah pimpinan part
emiliki kewenanl

Lebih lanjut TE

gan
dokumen pengajuan bak
ai politik sesuai tingkatannya

gan sesuai AD/ART partai

yang m i oy
politik. RLAPOR 1 menjelaskan
aslu Ka h, Bone Balango

29|60
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kalau ditingkat kabupaten ik yank
n."'\mf"d“["“E-'tni dokumen adalah dewih
glm[)ll:mn cabang partai politik tingkat k“““],“urnv
N
esuai PKPU No 20 Tahun 2018 Pasal 11 ayat .

dan 6, Sclan;j
,, Sclanjutnya TERLAPOR 1 bertanya kepid”

PELAPOR “ .
R “ aSdrah baSdr diberikan kewenangar
dan

njukkan

oleh :
partai untuk  mengajukan

menandat :
atangani dokumen ini? Tolong tU

SK- p
nya atau tolong tunjukkan AD/AR’I' alzil.lf

peraturan organisasi lainnya yang menyatakan hal
tersebut.” Akan tetapi PELAPOR tidak dapat
menunjukkan SK maupun AD/ART partai politik
atau peraturan organisasi. TERLAPOR I
menjelaskan bahwa dengan demikian dokumen ini

ditandatangani oleh orang yang tidak berwenansg

dan ini tidak sesuai dengan Pasal 11 ayat 4,5 dan
6 PKPU No. 20 Tahun 2018. TERLAPOR tetap

melanjutkan pemeriksaan dokumen pengajuan
TERLAPOR II

bakal calon yang ada (Model B.2),
piran

bertanya kepada PELAPOR « aSdrah ada lam
B.2 sebagaimana diatur dalam PKPU No 20 Tahun
7018 Pasal 12 huruf b dan Keputusan KPU-RI

Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tabel

5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan
al Calon No. 3 dengan

Dokumen Pengajuan Bak
parameter keabsahan

materi Penelitian Huruf d,
PELAPOR mencoba mencari

tetapi tidak menemukan apa-
tidak bawa mungkin

huruf d. Kemudian
lampiran dimaksud
apa dan menjawab “saya
sudah tercecer.”
ya TERLAPOR II menyampaikan

Bahwa Selanjutn
B.2 wajib disertakan

bahwa lampiran model

sebagaimana syarat kelengkapan yang sudah
diatur dalam Keputusan KPU-RI Nomor
Tabel 5.

pt/06/KPU/VII/2018

876/ PL.O1 4-K
dan Parameter Keabsahan

Materi Penelitian

Dokumen Pengajuan Bakal Calon No. 3 dengan

30|Bawas!u Kab. Bone Bolango
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materi Penelit
nel .
an Hurufl d, parameter kenbsaharn

huruf d,
- Bahwa ¥aTiani
| Selanjutnya  TERLAPOR  melakukan
penelitian kele
kelengkapan dokumen pengajuan daftar

calon terkai _
ait dengan Salinan Keputusan Menter!

Hukum =
dan  Hak untuk

g | Asasi  Manusia
S artai  Politik tingkat pusat
Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi
dan/atau kepengurusan Partai  Politik tingkat
kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai
Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai
Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya
sebagaimana diatur dalam PKPU No. 20 Tahun
2018 Pasal 12 huruf a_dan Keputusan KPU-RI
Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tabel
5. Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan

Dokumen Pengajuan Bakal Calon No. 5 (salinan

kepengurusan partai politik sesuai tingkatannya).
Kemudian PELAPOR menjawab “saya tidak bawa,
bolehkah saya minta kebijakan dari KPU Bone

Bolango untuk nanti melengkapi dokumen-

dokumen yang belum lengkap.”

- Selanjutnya atas masalah tersebut TERLAPOR

melakukan koordinasi
gdr. Fahri Kaluku dan Alti Mohamad

(diruangan Ketua KPU Bone Bolango) Sdr. Alti
Mohamad menyampaikan bahwa dari waktu yang
diberikan sudah lebih dari cukup, dan yang
persangkutan juga tidak dapat menunjukan SK

Kepengurusan

dengan Bawaslu Bone

Bolango

tingkat Kabupaten ataupun SK lain
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan
wewenang. Sdr. Fahri  Kaluku
1 bahwa PELAPOR menandatangani

g bukan kewenangannya. Kemudian
meminta waktu untuk melakukan

memiliki
menyampaika
dokumen yan
TERLAPOR

Rapat Pleno Tertutup Komisioner.

31[50\"”35“’ kabh. Bone Bolengo
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- Bahwa sesuai penjelasan KPU chublik mdoﬂcsia

melalui WhatsApp Tanggal 15 Juli 2018 bahwa

beberapa hal terkait Verifikasi berkas calon

1.Yang dilakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan adalah dokumen fisik Yyané
diserahkan kepada KPU.

2. Pencermatan terhadap dokumen softcopy untuk
memastikan yang diupload sama dengan
dokumen fisik yang diserahkan. Softcopy lebib
untuk kepastian publikasi terhadap
masyarakat, bukan menjadi dasar kelengkapan
dan keabsahan dokumen

3. Softcopy masih bisa diupload sampai kapanpun
walau pengajuan sudah disubmit (Bukti 5)
dengan adanya instruksi tersebut, maka KPU
Bone Bolango menerima pengajuan bakal calon
anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dari
semua Peserta Pemilu dalam bentuk dokumen
fisik (Hardcopy).

Bahwa tidak benar apa yang disangkakan oleh

PELAPOR bahwa Penolakan pengajuan Bakal

Calon anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa

oleh TERLAPOR sebagaimana Berita Acara

Nomor: 38/PL.01.4-BA/7503/Kab/V11/2018

tentang Penolakan pengajuan syarat Administrasi

Pendaftaran Bakal Calon  Anggota DPRD

Kabupaten Bone Bolango Partai Kebangkitan
Bangsa, bertentangan dengan Keputusan KPU
Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Bab
Il huruf Bdan C karena sesuai bukti Berita Acara
Nomor: SS/PL.OI.4-BA/7503/Kab/V]l/2018 salah
satu dasar penolakan adalah Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4Kpt/06/
KPU/VII/2018 Bab Il huruf b, tidak
menyertakan huruf c¢ karena dalam Bab Il
tersebut tidak mencantumkan huruf c (Bukti 6).
Bahwa tidak penar tuduhan PELAPOR bahwa

TERLAPOR telah lalai dalam tugasnya serta

32]33“*35{” Kab. Bone Bolangao
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mengakibatkg : '
gakibatkan hilangnya hak Konstitusinya

scbagai w
Lg \\arga Negal‘a, karena Sesuai faklﬂ }rang

ada TERLAPOR melaksanakan tugas sudah sesuai

peraturan perundangan yang berlaku

sebagaimana:

+-PKPU Rl Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1)
menyebutkan  Setiap Partai Politik dapat
mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan
ketentuan:

a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai
tingkatannya.

2. PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (3)
menyebutkan Masa pengajuan bakal calon
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14
(cmpat belas) Hari terhitung setelah hari
terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1). Ayat (4) menyebutkan KPU, KPU
Provinsi/ KIP Aceh, dan  KPU/KIP
Kabupeten/Kota menerima pengajuan bakal
calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:

a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas

dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai

dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00
sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
Ayat (5) menyebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP
KIP Kabupaten/Kota dilarang

Aceh, dan

menerima dokumen persyaratan bakal calon

¢t bakal calon apabila telah melewati

dan syara . .
tenggat waktu pengauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

3. PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 11 ayat (4).

menyebutkan:  ayat (4) Dokumen

. & pakal calon anggota

persyaratan pengajuan

;siu Kab. Bone Bolango
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PPRD Kabupawn/koms  gisahyan  dan
d”‘un(‘iai‘-’”;f”nj auli oleh ketua dan sekretans
dewan pimpings cabang Panai politik tingrst
l’-'.*bUPEU—f?n/ kots  atay  nams lzinnys  dan
dibubuhj cap basah, Ayat (5) Penandztanganan
dokurmen PETyaralan  penpsjuan haksl calon
anggota  Dpg, anggota  DPRD  Provinsi, dzn
anggota DPRD Kabuy paten [Kots

dimaksud pads 4

wehaygpimans

yat (2), syat (3), dan ayal (4)

dapat dilakukan oleh pimpinzn lzinnys ztau

Pelaksang Tugas (PlIt) atzu  sebutzn lzin
sepanjang diatur dalam AD/ART Partai Politik.
Ayat (6) Penunjukan pimpinzn lzinnyz zlau
Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lzinnyz
dibuktikan dengan Keputuszn Pimpinan Partzi
Politik sesuai dengan ketentuan yang dizmir
dalam AD/ART Partai Politik.

4. PKPU Nomor 20 Tahun 2018_Pasal 12: Surat
pencalonan dan daftar bakal czlon sebagzimznz
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1] dilarapiri:

a. salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hzk
Asasi Manusia untuk kepenguruszn Paral
Politik tingkat pusat, Keputuszn Pimpinan
Partai Politik  tingkat pusat  untuk
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi
dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat
kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan
Partai  Politik tingkat provinsi untuk
kepengurusan Partai  Politikk  tingkat
kabupaten/kota yang dilegalisir oleh peiabat
yang berwenang sesuai tingkatannya; dan

. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik

sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa
telah melakukan mekanisme scleksi secara
kratis dan terbuka yang dilampiri
salinan AD dan ART Partai Politik
turan internal Partai Politik yang
yanisme scleksi, yang dilegalisir

demo
dengan
atau a
mengatur me
u i’.éi} sone Bolango

4 |Bawas
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oleh :
¢ .
pejabat gesual

. yang  berwenang
lm;;kut:mnya,
5. PKPU ;
b Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 16 ayal (6)
meye :
yebutkan Apabila sampai dengan akhir masa

pengaj
gajuan bakal calon dan setelah dilakukan

penelitian terhadap dokumen persayaratan
pengajuan bakal calon, terdapat satu atau lebib
dokumen syarat pengajuan bakal calon yang
tidak memenuhi syarat, KPU, KPU provinsi/KIP
Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Menolak
pengajuan bakal calon dari Partai politik apabila
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

6. Keputusan KPU-RI Nomor 876/PL.01.4Kpt/
06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis
Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan
Dewan, Anggota Dewan Dewan Daerah Propinsi,
Anggota Dewan Dewan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Petitum Terlapor
Berdasarkan uraian-uraian yang tel
tersebut diatas, mohon kiranya Badan Pengawas
n Bone Bolango untuk

ah diuraikan

Pemilihan Umum Kabupate
memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan PELAPOR untuk

seluruhnya;
n. Mengabulkan Permohonan TERLAPOR untuk
seluruhnya;
3. Menyatakan

Bone Bolango yang
pemeriksaan dan/atau verifikasi persyaratan

an bakal calon anggota DPRD Kabupaten
olango telah melaksanakan tugasnya

TERLAPOR dan atau pejabat KPU
bertugas melakukan

pengaju

Bone B
sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

4. Menyatakan Berita acarad penolakan  Nomor:
38/PL.OL. 4-BA/7503/KAB/VII/2018 yang
dikeluarkan olch TERLAPOR adalah SAH dan
benar sesuai peraturan perundangan yang
berlaku;

35|Bawaslu Kab. Bone Bolango
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Yatakan syy

TERLAI o surat-surat yang dikeluarkan
“APOR adalah gql,

oleh

6. Bukti-bukti Terlapor
KODE | "
BUKTI

NAMA BUKTI

-1 I(:'unnl(m}ﬁ& -

- 'I‘nf-! le. ___._ —— —_— i
atsApp dari KPU RI yang diteruskan oleh

e
KPU Pravinsi Tanggal 18 Juli 2018

R R ——
- Registrasi Pengajuan Bakal Calon
'r-‘; _.__..'. e - 2 e a—
o .Fﬁxunwn Pengajuan Bakal Calon
e S ———
T-5 WhatsApp Tanggal 15 Juli 2018
i AT 38/PL.0L.4-
T-6 Berita  Acara Nomor  38/PL.01.4-
BA/7503/Kab/VII/2018
__-_-_______-_____J
7. Keterangan Terlapor
- Terlapor menjelaskan verifikasi keabsahan

kelengkapan dokumen pengajuan syarat pengajuan
bakal calon itu hanya seputar B, B1, B2 dan B3 itu

harus diverifikasi di tempat bersama partai yang

mengajukan kita verifikasi mana yang lengkap dan

g sah apabila ada yang tidak lengkap dan

mana yan
likan

tidak sah kita bisa melakukan dua hal dikemba
ak tetapi kalau semuanya sudah lengkap kita

atau ditol
n dengan

setelah kita terima kita lanjutka

terima,
verifikasi kelengkapan dan keabsahan untuk dokumen
para caleg.

PU Nomor 20 Tahun

r menyampaikan pada PK

- Terlapo
tang verifikasi bab 4

2018 Pa

verifikasi
ung selama 14 h

sal 18 mengatur ten

Pasal 18 mengatur
ari kemudian diatur lagi

bahwa verifikasi itu

berlangs
genai tahapan mulai dari

U Nomor 5 men
i pemilu
pada 17 Juli 2018 Silon

17 april 2018 nanti.

- Terlapor menyampaikan
mengalami kendala sern
g dilakukan

an aclalah dokumcn
jsandingkan antara dokumen di

g eror up down mati hidup,
verifikasi kelengkapan dan
fisik diserahkan kepada

ab. Bone Bolango
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:j::iu]pi'd;m sl Sitlon tapi karena faktor Silon yang,
hardcr::Y:y:mgkdivcri-ﬁk“si hanya dokumen fisikny?

emudian  pencermatan terhadap
dokumen softcopy untuk memastikan yang di upload
sarTla dengan dokumen fisik yang diserahkan softcopy
lebih untuk kepastian publikasi terhadap masyarakﬂt
bukan menjadi dasar kelengkapan dan keabsahan
dokumen hanya dokumen fisik atau hardcopy dan

softcopy masih bisa di upload sampai kapan pun

walau pengajuan sudah di submit artinya meskipur

partai membawa hanya hardcopy itu sudah bisa di
terima untuk masalah upload ke Silon bisa menyusul.
-Terlapor menyampaikan dokumen yang dimasukkan
saat pengajuan bisa dilakukan secara manual dengatl
ketentuan mengikuti format yang ada pada aplilkasi
Silon, hal tersebut disampaikan lewat WhatsApp pada

Tanggal 15 Juli 2018.

-Terlapor sudah menyampaikan kepada partai politik
terkait pengajuan dokumen boleh menggunakan data
manual, terlapor membuat grup whastapp yang isinya
adalah operator Silon yang semuanya mengetahui
nasalah masalah yang dialami oleh peserta pemilu

tik melalui grup itu karena laporannya selalu

partai poli
rkonsultasi dengan tim

update mereka saling be
operator helpdesk gilon termasuk operator Silon
didalamnya mereka sering mengupload dsn terlapor
juga masuk dalam grup tersebut serta selalu

emantau masalah apa yan
asuk ke
harus memulai dari awal

g dialami, ternyata salah

m
B1 malah kembali ke

satu masaalah saat m

home kembali ke awal jadi
lagi seperti itU pcnnasajahan bisa di save tapi tidak

bisa di cetak-
- Terlapor menyampai
tersebut hanya operator

mendapatkan mandat.

- Terlapor tidak mengirimkan surat sec
parpol terkait informasi perubahan kebijakan dalam

kan yang dimasukkan dalam grup
gilon dan LO yang sudah

ara resmi kepada

57|ﬁawasiu kab. Bone Bolango
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N

leknis Pengajuan 1y,
: kal clon pada Tanggal 15 knrent

sudab disampaikag le

Wat group WhatsApp.

- Terlapor menjelagkay

Sesuai mandat  kalau  yang

ar dj ‘e
ar di buku repisgtragi KPU Bone Bolango ada
dua orang yYang dj

seke

mendaft

daftarkan schagai penghubung 1O

ligus opr ' i
BUS oprator ity Amrullah H dan kresia Ina 1td

-1 PKF
dari PKB dan Memang ketika orang yang mendaftarkan

harus memperlihatkan mandat,

-Terlapor  kalau melihat percakapan pada group

WhatsApp LO dan Operator Silon memang tidak
pernah ada keluhan atas nama PKB dan terlapor
menyakini bahwa di dalam grup itu semua partai
sudah ada.

- Terlapor tidak memiliki daftar nama yang tergabung
dalam group WhatsApp karena Kabag Teknis yang
memiliki datanya, terlapor sifatnya hanya memantau
keluhan dan laporan.

-Terlapor karena kami menerima dari helpdesk
bentuknya WhatsApp jadi meneruskan juga dalam
bentuk WA kecuali menerima dalam bentuk surat
resmi terlapor akan meneruskan dalam melampirkan

mi, dan ini semata-mata untuk mempercepat

surat res
komunikasi.

- Terlapor membuka WhatsApp perpanjangan itu pukul
09.13 Wita persoalan waktu yang melewati batas
tersebut itulah yang terlapor kunsultasikan kepada
KPU Provinsi dan kordinasinya dengan Bawaslu
Kabupaten.

Terlapor menyampaikan perintah melalui WhatsApp
- Ter

: karena
itu adalah kelaziman i
e etika KPU Kabupaten Kota sebagai

nerima perintah dari KPU R saalke,waib

kalau di perundang-

undangan K
hirarkinya me
melaksakannya-

- Terlapor menyam

paikan pcrintah KPU RI memang ada
tertulis melalui PKPU/surat keputusan
an sebagian juga melalui WhatsApp.

perintah lewat WhatsApp

lainnya sesuai

atau surat edar
mcﬂga'nggap

- lapor i
Terlap kctenman/penntah

mcruSdran

Bolango
s il Kab; Bofe
”Iaawds
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Ketentuan

wer
Pemindang herlaku
erink

sebagaimana pugy Undéngan yang
18al 2() I - '
] - 1 X . "
7 Tahun 2017 urul n Undang-Undang, Nomot
- Terlapor
PN memasty
astik; y
dinas tidak kan bahwa PKPU terkait Tata Naskah
¢ mengs .
kalau keput "gakomodic Whatsapp, hanya
usan hame ‘ '
larus sesuai tata naskah dinas berita

2 dcn]i] i
AS b 'I) h
1n llh fan nlt,‘l‘l}flllill ]'(t:ll“”' (]“n

cksternal dan internal

acara jug

o . ada ketentuannya.

TLr?apm T“Cnganggap WhatsApp -scl)alpai bagian
perintah lainnya. ’

']l:r:?po: ‘“cT‘TPCFlallyakall pada Tanggal 18 juli 2018
e KPU Provinsi mengenai kekuatan dari WhatsApp itu
dan' at‘aha-n dari KPU Provinsi bahwa itu kuat lansung
dari komisioner dan meruSdran scbuah kebijakan,
hanya saja disampaikan melalui WhatsApp melalui

helpdesk pemilu.
- Terlapor menyerahkan berita acara penolakan pada

pelapor sekitar pukul 05.35 wita Tanggal 18 Juli 2018.

- Terlapor sebelum memberikan berita acara kepada

sdr.Amrullah Hasiru telah menjelaskan karena dalam

proses pengajuan menilai ada yang tidak lengkap dan

tidak sah dalam dokumen pengajuan bakal calon yang

di sampaikan oleh Partai Kebangkitan Bangsa

(Amrullah Hasiru) maka terlapor menilai bahwa
dokumen ini tidak dapat dite
selanjutnya pelapor meminta
por melakukan rapat pleno
KPU harus melalui

rima artinya tidak bisa

diberikan tanda terima,

berita acara maka terla
putusan di

karena pcngambilan ke
rapat pleno.

- Terlapor menerim
pukul 04,00 Wita Tanggal
terlapor memahami kondisi Silon yang mengalami
p saja diverifikasi dokumen yang

partai PKB sebelum

a registrasi
17 Juli 2018, karena

gangguan maka tetd

diajukan walaupun sudah lewat waktu.

hui masalah Gilon sejak masa

- Terlapor mengeta i
sampai  masa

pengajuan .
baikan masi , masa perbaikan
pcr al - -
al 22 sampai dengan 31 juli.

itu mulai Tangg
kab. Bone Boltango

39|Baw-1-ﬂu
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- Terlapor mengetahui padn Tanggnl 17 Juli 2018 yilom
bermuasalaly sepanjong had,

- Terlapor menvampnilkan  komdisi sant e nednftnrntt,
mempersilahkan partai untuk meregistras terlebih
dahulu sebelum melewati pukul 24.00 Wita Jarenia
kalau melewati maka ity jelas tidnk diterima tiddak ada
proses lagi memang ditolak mentah-mentah aetelah
melewati pukul 24.00 witn untuk menjaga  supaya
kedatangan mercka yang menumpulk di hari dan pukul
di rens waktu yang singkat di malam hari ada sekitar
beberapa partai yang datang pada saat itu malka
diberikan kesempatan mercka untuk meregistrasi
terlebih  dahulu supaya tidak kehilangan hak

konstituennya atau hak pengajuannya kenapa itu Juga
punya potensi masalah kalau tidak memberikan

D kesempatan kepada mereka untuk meregistrasi jadi

7 registrasinya sesuai kehadiran di KPU karena

menumpuk jadi antri sesuai siapa yang duluan datang
meregistrasi kemudian di panggil satu persatu untuk
masuk ke ruang pengajuan ke aula itu di verifikasi
satu per satu setelah partai satu selesai dipanggil
partai berikutnya sesuai daftar sesuai daftar registrasi
menurut urutan daftar registrasi, waktu yang ada

- memang terSdrai lebih banyak di verifikasi keabsahan
dan kelengkapan pengajuan dokumen.

- Terlapor kalau berdasarkan bukti T4 dengan PKPU 20
pasal 11 masih ada yang kurang sesuai karena tidak
adanya lampiran yang menyatakan terkait dengan AD
ART serta yang menyatakan bahwa partai politik yang

bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal

calon secara d

dengan menggunakan

emokratis dan terbuka sesuai AD ART

formulir B2  dengan

Jampirannya.
- Terlapor menyampaikan perlu di
gis jelas disampaikan bahwa yang menjadi
eriksaan kelengkapan pengajuan  bakal
n hanya pada PKPU Nomor 20 Tahun

ketahui bahwa pada

kronolo
acuan pem
calon itu buka

2018 pasal 11 ayat 1 ada juga PKPU Rl Nomor 20

m]i!nw.nrn Kab. Bone Bolangao
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I&'th n ass <
! 2018 p‘ hdl I() ﬂyﬂl 6 fh'ln kt:pul.l.!.‘;nn KPU I I
NOI“ r. F P »
0 8 6/ L'U‘-4‘!\[7]‘/{)6/KPU/V”/2{)[H dinl“n“

dikatal
an batwa Yang menjadi penelitian kelengkapan

Pcngalijuan daftar calon adalah formulir B Bl B2 dan
lampirannya B3 dan salinan keputusan partai politik.

Terlapor menjelaskan surat Keputusan KPU RI 876
tabel 5 disitu Parameter dan keabsahan yang di teliti
sebelumnya di pasal 12 PKkPU Nomor 20 mengatur
tentang  surat pernyataan dari pimpinan yang di
maksud dengan lampiran formulir B2 yaitu salinan
AD/ART partai politik atau aturan internal partai
politik yang mengatur mekanisme seleksi yang di
legalisir  oleh  pejabat yang berwenan sesuai
tingkatannya hal ini sesuai dengan PKPU Nomor 20
Tahun 2018 pasal 12 huruf b terlapor bacakan
kembali huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 12
huruf b surat pencalonan dan bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)di
lampiri yang di bacakan sebelumnya oleh pelapor pasal
11 ayat (1) dilampiri a dan b saya bacakan terkait
lampiran B2 itu huruf b surat pernyataan dari
pimpinan partai politik sesuai tingkatannya yang
mengatakan bahwa telah melakukan mekanisme
seleksi secara demokratis dan tebuka yang dilampiri
dengan salinan AD dan ART partai politik atau aturan
internal partai politik yang mengatur mekanisme
seleksi yang di legalisir oleh pejabat yang berwenang
sesuai tingkatannya jadi yang di maksud di BA tadi itu
adalah mengacu pada pasal 12 ayat huruf b tentang
lampiran seleksi mekanisme seleksi atau aturan
organisasi tentang seleksi atau calon anggota Dewan.

tetap melakukan pemeriksaan  secara

Terlapor
menyeluruh pukan hanya karena  persoalan
tandatangan  tetapi memeriksa  juga tentang

kelengkapan yang lainnya seperti halnya lampiran B2

dan  salinan :
kepengurusan itu tetap di laksanakan sesuai dengan

apa yang tercantum dalam berita acara jadi Berita

keputusan  kemenhumham  SK

‘IIBUW.‘:',!U Kab. Bone Bolango
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hrtmllughnllm Utk berwenang mengajukan tags 10
tidnle Diso clitugobedenn jadi tandutangan di form B, 21,
B2 ita tdak sah kareng bl yungy berwenang G
finglatannyn yang mennndatangani,

- L i‘: . : - - -
Ferlnpor perlu sampailan bahwa pada sast it st

dengan yang sudsh di sampoikan dori pags samps

dengan masa pengajunn yang secars idealnys haris
mencocokkan  antara  hardcopy yang di sershkan
.

denpan yang ada di Silon tetapi ksrens kondisi Silon

yang bermasalah maka terlapor di perintzhkan untuk

I
|
|
I

melakukan pengecekan secars manual.
- Terlapor di beri kewajiban untuk menginput di Silon

tapi kelengkapan berkas itu bisa di nyatzkan lengkzp

apabila hardcopyny lengkap karena ada perintah
Tanggal 15 Juli untuk memeriksa secara manial.
menyampaikan kendala Silon eror maka yang

- Terlapor

di verifikasi
kan dengan hardcopy karena kebutuhan
likasi bukan untuk keabsahan

adalah hardcopy kemudian Silonnya

menyesuai

Silon hanya untuk pub
kalaupun di Silo

masih tctap di beri kesempatan setelah  masa
uk tetap mengupload sampai kapanpun
keadaan baik hanya saja yang

sik yang di ajukan oleh

o di i
seperti itu jadi n belum di upload

pengajuan unt
ai Silon dalam

ah dokumen fi
p maka sclanjutnya merecka

samp

terpenting adal
Jon sudah lengka

bakal ca . !
bi ngupload ke Silon sambil menunggu Silonnya
isa me
membaik.
wasiu xab. Bone Boleago
428w as
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i, Keslmpulan B
L 1
Palapor dan Terlapor

i e
dmpulan Pelapor

l‘lltl\\':l Iy
crilasnrk
@n - Laporan Dugaan  Pelanggarit

Admistrasi Pemni
rast Pemilu Nomor REGISTER 001 /ADM/

Fay ’
. .‘L_.m"I'm'[m’lI]}':M“-“/WH/L’.UIH serta telah
selesainya diajukan, replik, duplik, bukti - bukti
pelapor dan terlapor serta keterangan saksi = snksi
pelapor, keterangan pihak  terkait dalam Laporan
Pemilu

dugaan pelanggaran Administrasi

Fry ) o )
No:001/PKB-03/BB/ADM-PEMILU/ Vil 20 18, maka
mengajukan

perkenankanlah  Pelapor  untuk

kesimpulan sebagai berikut :

l. FAKTA — FAKTA DALAM PERSIDANGAN

- Bahwa Pelapor selalu hadir dalam setiap
persidangan yang telah ditetapkan oleh majclis
Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Kabupalen
Bone Bolango yang memeriksa dan mengadili

laporan ini;
a para terlapor tidak mengahadirkan saksi

angan sehingga tanggapan terlapor
emeriksaan dugaan pelanggaran
ilu dianggap kurang sempurna;

yang diajukan oleh terlapor,
a WatshAp Mesenger tidak

i hukum bagi pelapor, sebab
I tersebut bersifat

- Bahw
dalam persid
pada sidang p
administrast pem
Bahwa bukti TS

berupa pesan vi

memiliki konsekuens
an KPU R

emudahan bagi Parpol
pendaftaran dokumen
al Calon Anggota DPRD

isi/muatan himbau
Kkebijakan dan/atau k
m mengajukan

dala
strasi pemilu Bak

Admini

Provinsi Kab/Kota untuk  tidak  harus

mcmodomani peraturan KPU tertulis, yakni

cukup dengan dokumen pendaftaran yang dibuat
rsebut justru

pesan /himbauan te
ibcritahukan kepada Pelapor
kendala/Kesulitan

secara manual,

tidak diketahui/d
mengalami
cetak Formulir administrasi

Politik dibolehkan

apﬂbila
LON terkait

maka Partai
ah. Bone Bolanpo

bahwa
pada SI
penda.ftal‘ﬂﬂi

“'BHWQSJU K
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mcmhuat/

Neneetak dokumen  administras

pemilu (e
Cnyp; s
BAN manual, hal (ersebut apabila

dll)criluhukan kepada pe

e lapor, maka tidak akan
terjadi kasus g

) bagaimana yang dialami olch
erlapor hq) lersebut

perkuat dengan fakta
bahwa

sl SAMpai  berakhir masa pendaltaran
OoKum P .
€N administrasi Bakal Calon, Pelapor

masi : ’
' dibers ruang untuk tetap mencetak

Fo i o ;
rmulir Administras;j pendaftaran  melalul

aplikasi SILON KPU;

2. DALAM GUGATAN

Bahwa apa yang telah pelapor terangkan baik itu
dalam Laporan maupun replik/Jawaban, sudah
sesuai dengan bukti - bukti;

Bahwa didalam Laporan pelapor telah
menguraikan secara jelas, sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;

Bahwa pelapor sudah berpengalaman selama 20
Tahun mengikuti Pemilu dalam partai yang sama,

sehingga setiap;

BUKTI BUKTI SURAT DAN SAKSI

Bahwa dalam pembuktian surat bukti. Pelapor
telah menyerahkan bukti screeshot  surat
ktronik via WhatSAp Mesenger yang dikirim
ekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa

ele

oleh s -
Provinsi Sulawesi Utara saudara Sudirjo Soga

a Tanggal 25 Agustus 2018, pada intinya

pad . ki
kan kesempatan kepada Partai Politik

memberi
k memperbaiki kekurangan- kekurangan

untu _ .
dokumen administrasi Pemilu sampai dengan
0 -

Tanggal 18 Juli 2018 pukul 09.00 Wita, hal

oleh termohon dan perintah

but telah diakui
- aksud diatas adalah hal

dim
U RI dalam pesan o
i . untuk ditindak lanjuti, namun dalam

akui menerima pesan

yang |
pihak terlapor meng

hal ini

a one BUIG”[’U
MlB\lw(
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WS

via Was
shApp Mesenger dimak telah

lews sud nomun 8¢
ewat pukul 09,00 Wit

Perihal terjadiny;

a masalah dalam apilkasi siatim

informas; .
ast - pencalonan  (SILON  KpU), bihwit

Pelapor telah menghadirkan Saksi yang turut
membantu pelapor dalam melakukan input data
calon, serta mengalami langsung masalah cetak
dokumen pada aplikasi Silon;

4. PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam sidang pemeriksaan Laporan
Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Majelis
Pemeriksa telah menghadirkan pihak terkait
dalam hal ini Kepaala Bagian Tekhnik Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo saudara
Hendrik Imran;

Bahwa dalam keterangannya pihak terkait
membenarkan telah menerima surat edaran KPU
RI Via WhatShap Mesenger, yang pada intinya
adalah sebagai bentuk antisipasi KPU RI dalam
mengimbangi keluhan Partai politik  yang
bermasalah dengan Silon, sehingga KPU perlu
memberikan kesempatan kepada Parpol untuk
memperbaiki kekurangan dokumen administrasi

pencalonan sampai lewat batas waktu yang telah

diatur dalam peraturan KPU;

Pihak terkait menerangkan
ari KPU RI, masuk sekitar

edaran KPU RI Via

WhatShap Mesenger d
pukul 03.00 Wita dini hari, namun karena pada

saat bersamaan Handphone, pihak terkait dalam

keadaan mati dan masih di cars, dan nanti pada
pukul 09.10 Wi
masuklah edaran KP
yang kemudian

meneruskan ke pihak terlapor;
gannya bahwa edaran KPU RI Via

ta dibuka dan pada saat dibuka
U RI sebagaimana dimaksud,

saudara  pihak  terkait

Dalam keteran
WhatShaap Mesenger, adalah suatu hal yang
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lazim
2 dar o i :
1 harus  ditindak  lanjuti - oleb KPU

Prov/Kab/Ko ta se-Indonesia.

5. PERMOHONAN
Berdasarkan apa yang telah Pelapor uraikan dan
sampaikan dalam kesimpulan Pelapor terschut
diatas maka, saya sebagai pelapor memohon
kepada Majelis Pemeriksa Badan Pengawas

Pemilu Kabupaten Bone Bolango yang memer iksa

dan mengadili Laporan dugaan pelanggaran

Administrasi Pemilu ini, maka demi keadilan

berkenan memberi putusan dengan amar -

- Menolak Petitum para tergugat

keseluruhan Dalam Pokok Laporan;
oran Pelapor

secara

- Menerima atau mengabulkan Lap

untuk seluruhnya;

R ; _—

:f‘\j - Apabila Mejelis Pemeriksa Badan Pengawas
o u

= Pemilu (BAWASLU) kabupaten Bon¢ Bolango

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -

adilnya.
Demikianlah kesimpulan dari pelapor yang dapat

pelapor sampaikan, atas perhatian Majelis
Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Bone Bolango, yang memeriksa dan mengadili

Laporan ini, Saya selaku Pelapor mengucapkan

terimakasih.

b. Kesimpulan Terlapor
lah TERLAPOR Ketua dan Anggota

Komisi Pem Kabupaten Bone Bolango,
1. Adnan A. Berahim, M.Pd, 2. Sutenti Lamuhu,
SE, 3. Humairoh u. Tipuwo, S.Pd, M,Pd.

aikan Kesimpulan
gustus 2018 yang telah

gistrasi Laporan Dugaan

Perkenankan
jlihan Umum

atas permohonan

Pelanggaran Administrasi

“[Bawas[u kab. Bone Bolango

Scanned by CamScanner



a

0‘0 | /ADM/BWSL.BB.29, 03/PEMILU/VIII/ 2018,
Tanggal 28 Agustus 2018 :
Bahwa  segala  hal yang dikemukakan oleh
TERLAPOR dalam Tanggapan yang disampaikan
olch TERLAPOR tertanggal 4 September 2018 dan
hal-hal yang dikemukakan olch TERLAPOR saat

Pembuktian  meruSdran  bagian ~ yans tak

terpisahkan dari kesimpulan ini.
- Saksi yang diajukan oleh PELAPOR

1. Bahwa dari saksi Zulkifli Podungge diperoleh

keterangan dalam persidangan yang

menyatakan selama pengajuan pendaftaran
bakal calon saksi tidak melihat langsung Proses
pengajuan bakal calon anggota DPRD dari Partai
Kebangkitan Bangsa, bahwa Saksi tidak
mengetahui mekanisme pengajuan bakal calon
anggota DPRD sebagaimana diatur dalam PKPU
No 20 Tahun 2018 dan Surat Keputusan KPU RI
No 876/PL. 01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, bahwa
Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen apa
saja yang tidak lengkap dan tidak sah yang
diajukan oleh PKB, sehingga dapat disimpulkan
bahwa Keterangan saksi hanya didasarkan pada
dugaan saja tanpa melihat langsung proses
al calon anggota DPRD dari Partai
Kebangkitan Bangsa Karena sesungguhnya
dalam pengambilan Keputusan TERLAPOR

ib mengedepankan prinsip kehati-hatian
ehingga keputusan

pengajuan bak

wayj
kecermatan dan ketelitian s
yang diambil ~ tidak menghilangkan  hak
Kkonstitusional Warga Negara;
2. Saksi Zulkifli Podungge dalam kesaksiannya
aikan keterangan terkait keberadaan-

menyamp
perada disamping PELAPOR pada saat

nya yang
pcnyerahan Berita Acara kepada PELAPOR
adalah Tidak Benar karena sesuai foto Bukti P9

h PELAPOR pada saat

penyerahan Berita Acara foto keberadaan Saksi
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tidak namSdr «
imSdr. Sehingpa TERLAPOR metninti

kepads '
‘pada Majelis ke i
3 jelis kesaksinn Saksi ditolak;
3. Bahwa dari saksi ‘
saksi Nur Rahma Hasiru diperoleh
keterangan dal i
1 alam persidangan yank
nenyataks: : !
- bahwa Saksi  tidak mengetahu
secara je - [ !
’ a jelas mengenai aplikasi SILON dan Saks!
anya dimi ‘
intakan  bantuan oleh PELAPOR
untuk ngi
mengimput  dokumen  bakal Calon ke
aplikasi S
plikasi SILON hanya pada Tanggal 17 Juli 2018
sejak P [ i
jak Pukul 08.00 Wita sampai dengan P
23.00 Wi chi
Wita schingga dapat disimpulkan bahwa
ang ] HeH H .
yang menycbabkan keterlambatan pengajuan
endaftaran bz 4 ' |
pendaftaran bakal calon oleh Partal Kebangkitan
Bangsa adalah Operator yang diminlnkan
membantu proses SILON tidak menguasai betul

proses penggunaan aplitcasi SILON dan walktu

pengimputan SILON nanti pada hari terakhir

pengajuan.
Pernyataan PELAPOR

PELAPOR atas

1. Bahwa sesuai pernyataan
n saudara

pertanyaan TERLAPOR 1 “Kapa
PELAPOR menjemput USER SILON di KPU Bone

Bolango ???” dan disampaikan oleh PELAPOR

bahwa PELAPOR mengambil USER nanti saat
patas akhir masa pengajuan bakal
n oleh TERLAPOR

| USER nanti pada

mendekati

Calon dan hal ini diluruska

bahwa PELAPOR mengambi
Tanggal 16 Juli 2018, Hal ini membuktikan
bahwa PELAPOR bisa masuk ke aplikasi SILON

16 Juli 2018 karena untuk

SILON harus
yang diberikan oleh

nanti Tanggal
menggunakan
menggunakan username

Kpu  schinggd dapat
terlambatny@
h Partai Kebangkitan

adalah

aplikasi

disimpulkan  yang
menyebabkan pengajuan

n bakal calon ole
kctcrlambntan

dalam pcngamhilan

pendaltara
mengalami

Bangsa
ya PELAPOR

terlambatn

user;

. Bone golanpo
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V- T

2. Bahw; i
V' tdak  pepgyr PELAPOR schelum

menandat gy e
- ngani  dokumen pengajuan Bakal
alon masi - 5
1asih meminta igzin kepada TERLAPOR
Seraya menvv: ?
Nyampaikan bahwa berkas pengajuan

I)t’lkdl >
Lfllo H
<10n hcll.lm dldtﬂnd{l l.'-]npﬂ[]i Ulf:h kﬂl.uﬂ

DPC »
Bone Bolango BaSdr Munhlis Hasiru, SH

sebab  beliay kurang schat badan dan hari
Suc.iah larut malam. Karena sesuai fakta yang
terjadi PELAPOR sendiri yang meminta waktu
untuk  menandatangani Dokumen pegajuan
bakal calon tanpa menjelaskan apapun kepada
TERLAPOR;

- Keterangan pihak terkait Hendrik Imran

1. Bahwa instruksi dari KPU Republik Indonesia
melalui WhatsApp dilaksanakan disaat-saat
tertentu dan memiliki dasar yang kuat sebagai
perintah yang harus dilaksanakan oleh KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2.Bahwa berdasarkan keseSdratan saat rapat
koordinasi dengan pimpinan partai politik
bahwa untuk mempermudah dan mempercepat

informasi sehubungan dengan Pendafatarn

Bakal Calon diseSdrati dibuat group SILON di
WhatsApp didalamnya adalah Operator SILON

dan LO dari seluruh Partai Politik;
3. Bahwa selama ini informasi yang disampaikan
oleh KPU RI ke KPU provinsi melalui WhatsApp
diteruskan juga melalui WhatsApp ke KPU

Kabupaten/Kota untuk kemudian diteruskan ke

Group WhatsApp SILON yang didalamnya ada

Operator dan LO dari seluruh partai peserta

Pemilu;
4. Bahwa Keputusan penerbitan Berita Acara
Penolakan oleh TERLAPOR terhadap dokumen
an bakal calon anggota DPRD Partai
Kebangkitan Bangsa adalah Sudah Tepat sesuai
perundangan yang berlaku dan

pcraturan ; ' |
dikeluarkan sebelum adanya instruksi dari KPU

pengaju
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9. Keterangan Le

an
I

Rl melauj WhatsApp tentang perpanjang
Waktu perbaikan dokumen pengajuan baka
calon DPRD:

Berdasarkan Uraian-uraian vang telah diuraikan

tersebut diatas, mohon kiranya Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk

memutuskan sebagai berikut :

1.Menolak  Permohonan PELAPOR  untuk
seluruhnya;

2. Mengabulkan Permohonan TERLAPOR untuk
seluruhnya;

3. Menyatakan TERLAPOR dan atau pejabat KPU
Bone Bolango yang bertugas melakukan
pemeriksaan dan/atau verifikasi persyaratan
pengajuan  bakal calon anggota DPRD
Kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan
tugasnya sesuai peraturan perundangan yang
berlaku;

4. Menyatakan Berita acara
Nomor:38/PL.01.4BA/7503/KAB/VI1/2018 yang
dikeluarkan oleh TERLAPOR adalah SAH dan

Penolakan

benar sesuai peraturan perundangan ¥ang
berlaku; h

5. Menvatakan surat-surat yang dikeluarkan ole
TERLAPOR adalah sah;

Demikian Kesimpulan ini disampaikan, atas
hatian dan kearifan Badan Pengawas
r

e jlihan Umum Kabupaten Bone Bolango dalam

Pem B :
memeriksa dan memutuskan Laporan ini kami

ucapkan terima kasih;

mbaga Terkait

: sl
Badan Pengawas Pemilu (Bawas u)

adirkan Jembaga terk
al ini KPU Provinsi Gorontalo yang

mran (Anggota KPU Provinsi
pokonya menyampaikan

Kabupaten Bone
ait untuk dimintai

Bolango mengh
h
keterangan, dalam
diwakili oleh Bpk. e
Gorontalo Divisi Teknis), P&
o beri” untuk surat elektronik atau

-ru ada pada Tanggal 18 juli 2018,

. h. Bone BD?angn
1!35l‘-l Ka
mlsa\'
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dikir' r
Imkan I‘nf:n_j(.’hm[; shol
At subuh, kemudian kami

A Kirimk
AN Aepa . ,
Provinsj eeara pribagj di group KPu
181 bary pgq frrouy

: a4 puk ; ; '
JUBA sudah aq, kab Ul 10.00 wita (pagi) lewat, tapi

baru big

ag : 5 ‘
& kami yang mengirimkan itu,

t itu —_ & i
tersebut adalah me mMemang isi surat WhatsApp

dan kabupatc

terselasaikan

merintahkan supaya KPU Provinsi
n/kota Jika ada hal-hal yang belum
untuk berkas dan dokumen persyaratan
. lamagg:; 17 .juli 2018 diberikan kesempatan

mpar pukul 09.00 Wita diberikan
untuk  memperbaiki bukan untuk
menambahkan dokumen baru jadi hanya sekedar
memperbaiki apa yang masih kurang seperti foto tanda
tangan dan yang lainnya, bukan untuk menambahkan
dokumen yang ajukan setelah itu;

Dokumen pengajuan dan persyaratan sudah harus

calon pertan

kesempatan

dimasukkan pada saat registrasi awal sebelum pukul
24.00 wita tanggal 17 Juli 2018 soal surat dari
kemenkum Ham dan kelengkapannya itu bisa di
penuhi sampai pukul 09.00 waktu setempat pada
Tanggal 18 Juli 2018 bagi yang tercover belum lengkap
selama dokumen itu sudah ada kelengkapan itu yang
perlu dilakukan sampai pada pukul 09.00 Wita (pagi);

Ada 2 kriteria, Pertama, memang pada pada pukul
02.00 Wita (dini hari) pada saat itu memang belum ada
surat elektronik tersebut sehingga dokumen semuanya
masih normal mengacu kepada dokumen yang sesuai

dengan PKPU sampai pada pukul 24.00, jadi ketika

dokumennya belum lengkap atau tidak sesuai dengan

persyaratan baik i

: ikan pada saat it SY
dikecual i an penolakan atau berita acara

pengcmbalian dokumen Karena

tu syarat calon, syarat calon masih

arat pencalonan maka

memang harua

akan dan
o dak memnuhi syarat, adapun KPU Bone

dinyatakan b : i terbit berita acara
sampai paginya

Bolango memang

kan itu memang

intah

pelum menerima informasi
penol KPU RI melalui WhatsApp

tindakan teman-teman KPU

Bone Bolango,
Scanned by CamScanner
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Hone 1y
Illil“p
W el
U '
memang ot sudah benar karens

masily menyg

ey ke !
pada nanat gy Cpadi atunran yang tertulis
]

:{H_\'il ll"‘lllhl}u
.Il W
I““"l"“ “{]ll Wllil[!h‘\“il (llll'i I(I’” “I

kareny
LTy
DR pada sagy

itu kondisi Nasional saat itu

banyak

A partai y; :
u

YANE tidak menyampaikan dolkumennyi

Hlll“llni |llllil ) :
]I < "1 U(l W.
- " llil “lblli]l
Lt pa

< ae | S 3 . ]il
kebijakan untuk ge KPU Rl mengem!
1Y

member ' i ‘
_— i wmberikan  jalan  pintas  yaitu
A mengirimkan What

sava meli SApp, WhatsApp itu loalant
saya melihat di dokumen

03,45 Wita (subuh) kalau E:}:;:-:|:L‘::,;u}kirin.] p“dtl E:Il:i:
itu handphone saya lowbat pad salah ITlLl'I]{lI'lP;- L
saya sempat telepon d Sl
engan ketua Bone Bolango pada
pukul 03. 15 Wita sampai pukul 03.20 Wita saya
sampaikan bahwa handphone saya mau lowbat dan
belum ada  perintah WhatsApp pada saat itu.
perintahnya nanti menjelang pukul 04.00 Wita dan
kami baru bisa mengirimkan dan memang masih
sangat manusiawi, kami pulang sudah pukul 02.30
Wita dan sampai dirumah pukul 03.00 Wita dan masih
berkomunikasi dengan ketua Bone Bolango sehingga
kami tidak sempat mengirimkan cepat jadi perintah itu
bukan pada sebelum pukul 24.00 Wita tapi menjelang
waktu subuh;
Memang yang menjadi instrument kita pada saat itu
ada dua, Pertama, instrument hard copynya dan juga

instrument softcopynya, soft copynya ini kita mengacu
mang kita akui Silon pada saat

r tanggal 15 sampai dengan 17

ke aplikasi Silon me
menjelang hari terakhi
Juli 2018 itu agak sedi
teman-teman partai politi
juga mencetak dokumen
ingga ada perintah d
menjadi dasar pengajuan do
hardcopy adapun softcopy itu
instrument untuk bisa meliha
pakah salah satunya
tuk informasi kepad

kit bermasalah susah untuk
k untuk mengunduh dan

yang di scan kedalam
ari KPU RI bahwa yang
kumen adalah dokumen
adalah hanya sebagai
t atau untuk bisa

seh

pertama adalah, ini

memantau 2 tadi
a masyarakat jadi

nlBawaslu Kab. Bone Bolango
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i ] fl' A i
I 't “L“l | | i ¥ |
lj lI’[" ”"l 'h“ ““l.".',’l”-l‘ ||' }Ji'Jr 'I

bahwa inilal
Loy ;
alon. Yang kedun adalah [!““V-"v”””“”

A 1
Silon 1 ada
b untule melibiat apakah adi kegandid?

h"hl"““ 1
L ‘ 'll“}l M -
.‘tll“ ”HI”[“;;I"‘”' ;"l“I“h “p:lbjljj fﬁji“h

pntu partai TF
I politik sudah mengimput salah sty narmit

(ekoi DIBA

makn tidak bisa lag)
¢ bina lagi partai Jain menginpy!

aana ini "
i memudahkan kita untuk mende

mencegnh jangan u :
pah jangan sampai ada sata calon di calonkan

lebih dari z

dari satu partai politik atau lebih (lauri dacrab
pemilihan;

dikita jitu
hinggd
jitu

. Jadi mems .
Jadi memang kita sadar bahwa kerjaan

S H v " ‘ '

memang, sangat dinamis dan sangat cepat €
1l- ar . R , ;
hal-hal yang perlu  dibijaksanal dalam artian
didalam bingkai tetap pada aturan jadi memant

aSdrah lazim di KPU menggunakan perintah Jewat

WhatsApp saya kira ini bukan lazim tapi ada gaat-saat

tertentu  saat-saal cmergens perintah ini melalui
perintah - WhatsApp - atau dalam bentuk
elektronik  lainnya ini  memang bisa
misalnya WhatsAPP yang
dalam bentuk

perintah

dipahami

pekerjaan ini sebagai contoh

terakhir ini, kenapa WhatsApp ini
uar nanti subuh dan

KPU itu harus
ini agak susah

WhatsApp karend perintahnya kel
untuk menandatangani  surat di

diketahui oleh geluruh anggota. Dan

untuk membuat sebuah surat sehingga karena dalam
jadi sudah

perintah KPU RI menggunakan WhatsApp

hir hari ini untuk pembersihan data

bisa dilihat terak
ada perintah dala
jtu diterima denga
partai politik ingin di
perinta

m rangka rekapitulasi DPT kemarin
n catatan karena ada beberapa
perbaiki maka perlu ada

penyempurnaan; h itu tidak dalam bentuk
pi juga dalam ben
gaat tertentu perintah itu sangat

surat teta tuk WhatsApp, karena

f

am saat-

memang dal
di kondisikan dengan situasi pukulan

cepat dengan
«tulah yang palin
berita;
- Jadi mclaksanakan pe
h mclaksanakan

s

#
i

g cepat untuk memberikan sebuah

rintah lewat WhatsApp ini

adala pcrinmh lainnya selain di
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perintahlam o
I lllllll | }f}}l”i"f"”

ruturan perandasng Uf

jadi memang g
W uecarn hirarkis  leitss ”,,““:;tjf adin

undang-ung
34 IHI]” ]"Tl"”ui'“l]' lf‘:]l““"!:’“ :ldli _',I”';IT

I:l’lilf':lll, 'H'['li i T
selain l‘li ails il ’ T ik
i l‘] ’J"'l”‘:lh !U”’]f;?“ :’l;] ]u ,i:lf!_]..i "..It ]

laksannkan dan i
modan itu dalam bentuk WhatsApp parcns

itu memang
4B B AL Bayr . " . = 1
Losaya sanpgatl yakin bohwi pt;r;,ql,_-;}j 1t

langsunyg dari

5 Laar pr Lop s " . ]
prup teknis secara Nasional Janignng di

osting ole s ]

I g oleh salah watu komisioner KPU dan itY

yerintahny:
I ya keseluruh bahkan ada heberapi dzerah

yang melebihi waktu pada saat itu aturanny# hany?
sampai pukul 09.00 Wita tetapi ada jugs Y408 sampsl
pukul 10.00 Wita (Pagi) dan ada jug? sampal 5808
bahkan sore harinya. Tetapi batasnya 2P pukul
09.00 Wita jadi setelah pukul 09.09 wita,
penyempurnaan  ini demi  memberikan jarninan
terhadap partai politik untuk bisa mf:nyr:mpurﬂﬂka”
dokumen dan Alhamdulillah itu hisa dilaksankan

karena itu sebuah perintah kita harus patuh dan taat;

Mengenai  tanggal informasi itu diterima bahwa

dokumen manual bisa dijadikan dokumen pengajuan
pemberkasan  saya kurang ingat, mulai tanggal 15
17 Juli 2018 karcna banyak
seluruh daerah, karena banyak
politik terkait dengdn
Sehingga by phone
sebut

sampai dengan
pertanyaan dari
keluhan dari seluruh partai
susahnya aplikasi yang digunakan,
ntah-perintah  digrup Silon ter

ada juga peri
tidak bisa mengakscs secara full di

untuk kalaupun
Silon maka diperbol
hardcopynya karend pa
acuan kita itu adalah ha

chkan menggunakan dokumen
da intinya adalah yang menjadi
rd copy. Karena semua yang
sumbernya dari hardcopy

ada di Silon itu adalah
upload, Jadi sama

a di scan kemudian di
ya antara dokumen hardcopy dan softcopy,
ya untuk mendeteksi kegandaan dan
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anyvak NIREL el y
vak partai politik yang kewalahan untuk  bisa
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saal itu jadi
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walan soal mo
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rata naskah dinas sebagaimana diatur  dalam

peraturan KU Nomor 17 Tahun 2018, jadi memang
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naskakhuvs
askahyn Mmemang tidak

— Mengnet see ormal
seperti halny waen secars |

0 lew; et
Wt naskah dipas di KPU o

1 ala i
U dari media goej;
scbuah pering

dari KPU RJ-

hany:
I tapi kami anggap it

ah kare
SENA sumbernya memang langsungy

“(“1 me J T 1 el i
;_:‘) Cman [ y

q Pada KPU maupun partai politik

di KPU sangat be ‘““f{UPrcsm.m scluruh aplikasi yang
rterima kasih atas aplikasi tersebut
pertama mereka partaj politik bisa secara administratif
mendokumentasikan seluruh anggota partai politiknya
dan kemudian juga ada beberapa operator Silon
datanya conek dengan data capil schingga ada
beberapa parpol yang memang mercka sangat agresif
mercka bisa jadi mercka sangat berterima kasih
bahkan ada ide pada saat itu KPU mengusulkan pada
DPR Silon ini dapat dipatenkan karena sangat
membantu bahkan kalau perlu dianggarkan mereka
sangat terbantu dengan aplikasi ini, terkait dengan
Silon memang Silon ini belum maksimal,Silon hanya
menjadi instrument yang bisa membantu dan
mendeteksi kegandaan baik dari sisi parpol maupun
daerah pemilihan, tctapi menjadi dasar dokumen pada

saat itu adalah hardcopy;

10. Pertimbangan Mejelis Pemeriksa
a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang
pemeriksaan:

. Bahwa benar Pelapor
ftar calon Anggota DPRD Kabupaten

melakukan  registrasi

pengajuan da

Bone Bolango di
2018 pukul 23.29 Wita;

KPU Kabupaten Bone Bolango pada

tanggal 17 Juli

_ Bahwa benar Pelapor tidak mengetahui pada tanggal

15 Juli 2018 ada himbauan dari KPU RI yang

menyatakan barometer pendaftaran calon anggota

DPRD adalah dokumen hardcopy, karena Pelapor

tidak tergabung dalam group WhatsApp LO (Liaison

56["-’“‘"‘""'” Kabh. Bone Molanga
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Office - >
fficer), Operator Silon dan KPU Kabupaten I
Bolango.

- Bahwa benar melaleukea s

‘ Pelapor  pada  saal
pengimputan maupun pencetakan dokumen aynral
pencalonan anggota DPRD mengalami panprtat!
pada system aplikasi Silon.

o) Ba}] [ . .." ,
wa  benar system aplikasi Silon gering

mengalami  masalah (Up  Down) pada waklu
pendaftaran calon anggota DPRD;

- Bahwa benar Pelapor sebelum batas akhir
pendaftaran  (tanggal 17 Juli 2018 sudal
mengunggah  semua  dokumen  Persy aratan
pencalonan sesuai dengan yang tercantum dalam
aplikasi Silon;

. Bahwa benar Pelapor telah memasukan dokumen
syarat calon kedalam aplikasi Silon sebelum batas
akhir pengajuan baru berupa : identitas dan kartu

tanda anggota (KTA), oleh karena dokumen-

dokumen lain seperti SKCK, keterangan jiwa

kesehatan jasmani dan narkoba dapat dimasukan

pada masa perbaikan;

Bahwa benar pelapor belum membawa d
a belum bisa

okumen

hard copy yang akan didaftarkan karen

dicetak disebabkan gangguan pada aplikasi Silon.

Pada saat yang sama, Pelapor difasilitasi oleh KPU

Kabupaten Bone Bolango untuk mencetak dokumen

persyaratan yang ada pada aplikasi Silon namun
belum berhasil dilakukan karena gangguan pada
system aplikasi Silon;

- Bahwa benar setelah dilakukan berulang kali hingga
pukul 01.58 Wita, dokumen tersebut bisa dicetak

dari aplikasi Silon;

Bahwa benar Pelapor P
paikan kepada Terlapor bahwa

ada saat pengajuan dokumen

sempat menyam
dokumen yang dicetak dari aplikasi Silon belum
dan Pelapor menyampaikan kalau

ditandatangani,
bisa Pelapor gkan menandatangani berkas
alon, Terlapor menyampaikan dalam

pengajuan ©

STIBEIWasIu Kab. Bane Bolango
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bahasa
* 0 ,
orontalo artinyd

mempersilal “loduwolo”
‘Stlah

kan untuk menandatangani dokumen
tersebut; y

Ij::g‘;:l Z:u: [i‘il"-‘lml' mendapatkan pukti  pada
T —— ng‘:hpus 2018.!ictcluh ditelephon oleh
——— bK? Provinsi Sulawesi Utara sdr
_ eliau  mempertanyakan hal-hal
sampal pengajuan dokumen administrasi bakal
calilon anggota DPRD kabupaten Bon¢ Bolang®
ditolak oleh KPU kemudian beliau langsung respon
bahwa ada edaran KPU RI yang masih memberikan
waktu sampai pukul 09.00 pagi kepada partai
politik yang belum melengkapi seperti foto, tanda
tangan basah ketua dan hal hal lain menyangkut
kelengkapan dokumen pengajuan bakal calon
tersebut, kemudian yang bersangkutan mengirim
ke pelapor dokumen yang ada di sekretaris DPW
PKB Provinsi Sulawesi Utara tersebut;
Bahwa benar dokumen yang dimasukka
pengajuan bisa dilakukan secara manual dengan
ketentuan mengikuti format yang ada pada aplikasi
Silon sebagaimana disampaikan melalui
WhatsApp pada tanggal 15 Juli 2018 oleh KPU RI;
Bahwa benar Pelapor tidak tergabung dalam group

WhatsApp bersama LO, Operator Silon dan KPU
k mengetahui

n saat

pesan

Kabupaten Bone Bolango sehingga tida

bahwa partai boleh ~memasukkan dokumen

hardcopy secara manual;
penar Terlapor menerima perintah dari

KPU RI melalui pesan WhatsApp.

Bahwa
helpdesk

Berdasarkan pengakuan Terla
ebut sudah diteruskan ke group WhatsApp

r Silon dan KPU Kabupaten

por pesan WhatsApp

ters

persama LO; Operato
Bone Bolango, namun hal tersebut tidak dapat

dibuktikan;
erlapor menganggap perintah lewat

Bahwa benar T
WhatsApPP merupakan ketentuan/perintah lainnya
sebagaimand disebutkan dalam pasal 20 huruf n

ﬂ[Bawnslu Kab, Bone Bolango
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> Ul’l‘l(}]' 7 m P [N r i
Pemilih; Fahun 2017 Tentang
an U ;
Bal e
anwa I)Cna m
dl' Il -
¢rlapor menyerahkan berita acara

pPenolakan pend

afta ) )
sckit fan partai PKB pada Pelapor

ar pukyl i
05.35 Witq tanggal 18 Juli 2018;

Bahwa bep,
— ar Terlapor Mengetahui ganguan system
aplikasi Sijop, Sejak m

asa pengajuan pendaftaran
calon &4 I

a
Nggota  DPRD  bahkan sampai masa

erbai
:; aikan, tangga| 29 sampai dengan 31 Juli 2018.

ahwa benar Pada pada tanggal 18 Juli 2018 pukul
02.00 Wita (dini hari) pihak terkait KPU Provinsi
Gorontalo sdr. Hendrik Imran jabatan Anggota KPU
Provinsi. Gorontalo menyampaikan pada saat yang
Sama memang belum ada pesan dari KPU RI.

Bahwa benar pesan yang disampaikan oleh KPU RI
melalui WhatsApp pada tanggal 18 Juli 2018 nanti
diterima pada pukul 03.00 Wita. schingga setelah
batas waktu pendaftaran selesai pukul 24.00 Wita
sampai dengan keluarnya perintah dari KPU RI
melalui WhatsApp tersebut, semua ketentuan
persyaratan pendaftaran masih mengacu pada
dokumen yang sesuai dengan PKPU, ketika
dokumennya belum lengkap atau tidak sesuai
dengan persyaratan, maka dikeluarkan berita acara
penolakan dan pengembalian dokumen. KPU Bone
Bolango sejak mengeluarkan berita acara penolakan
pada pukul 05.35 wita nanti pada pukul 09.15 Wita
baru menerima informasi terkait dengan perintah
KPU RI melalui WhatsApp tersebut;

Bahwa benar perintah oleh KPU RI melalui
WhatsApp terkait perpanjangan waktu pengajuan
ran nanti diterima oleh terlapor pada pukul

pendafta

00.15 Wita pagh; . o
ah penar Lembaga terkait KPU Provinsi
Bahwa _

Gorontalo melalui sdr. Hendrik Imran

mpaikan perintah lewat WhatsApp ini
a

ey a selain di perintahkan

pakan perintah lainny

Hieks pcrundang—undangan, jadi

dalam  peraturan
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mamang  see
> wOGATIR fraca o,
hirarkis  (aat padan pt-l'ullll‘:l”-

keputusan, sur
tnh

M edar ; - ;
edaran, selain itu ada perint

lainnva vy
’ Ya yang g s ki
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bentuk Whats
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b) Penilaia
‘ [dikaitkl:md;: Pendapat dari Majelis Pemerikst
dan Per‘amm;gan Fakta Pemeriksaan, Alat Buktl
pemﬂdqng«“ndanga"]'

1-“'3"‘1“111};1“&{ bahwa berdasarkan ketentuan pasal
m\"‘“h“mf a Undang - Undang Nomor 7 Tahu®
2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang ‘menerimd
dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
dugaan  pelanggaran terhadap pelaksarman
peraturan  perundang-undangan yang mengatur
mengenai pemilu”;

2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan
butir 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian

Pelanggaran  Administratif Pemilihan Umum
Bawaslu

Pasal 4

menyatakan “Bawasly, Bawaslu Provinsi,
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima,
memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaarn

pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan

tempat terjadinya pelanggaran®;
3. Menimbang  Bahwa berdasarkan ketentuan
sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan angka 2
aslu Kabupaten Bone Bolango

di atas, maka Baw
memeriksa, mengkaji dan

berwenang menerima,
memutus laporan dugaan pelanggaran administrasi

Pemilihan Umum a guo;
4. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

454 Ayat (1) Undang = Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan
*pelanggaran Pemilu perasal dari  temuan

Pemilu”;
5 Menimbang bah¥wa berdasarkan ketentuan Pasal

454 Ayat (3) Undan
g pemilihan Umum menyatakan

Umum menyatakan

laporan pelanggaran

g - Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentan
“Laporan pelanggaran Pemilu meruSdran laporan
mlgawaslu Kab. Bone Bolango

Scanned by CamScanrjler



|

¢/

0.

o

B,
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' trger Negara Indones i it
il ey e rgrar o

ek pilih, - Pegerqe g
crnilu, dan  Pemarntait Perrritlu

Fepiidn
1‘-'r:hwmh-:::.r-“md”' Bawasle  Provinsi, Bawasi
) volu,  Panwaslu  Kecamatan Fﬂf!l’ﬂﬂ.‘n‘hi
:‘1‘.alr,n,r:}mn/“mm o n ?
115 pucdas st .’m\ :mmsht LN, dan/atau Pcng{mfmf-
Menimbang l"lhwj ,”;rm Penyelenggaraan Pernilu’y
454 Ayat [:U iJ a berdasarkan ketentusrn pasal
2017 I ndang - Undang Nomor 7 Tahun
«‘I o entang  Pemiliban Umum menyatakan
" poran. pelanggaran  Pernilu sebagaimana
cimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan
secara tertulis dan paling sedikit memuat; a. Nama
dan alamat pelapor; b, Pihak terlapor; c. Waktu dan

tempat kejadian perkara; dan d. Uraian kejadian”;

. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21

ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian
Pelanggaran  Administratif  Pemilthan Umum

menyatakan  “pelapor  dugaan pelanggaran

administratif Pemilu dan pelanggaran administratif

Pemilu TSM yaitu; a. Warga Negara Indonesia yang

mempuryui fuk pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau; C.

Pemantau Pemilu”;

Menimbang bahwa berda
(1) Peraturan Badan Peng
8 Tentang Penyelesaian
Pemilihan Umum

sarkan ketentuan Pasal 22

ayat awas Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 201
Administratif
menyatakan «pihak terlapor dugaan pelanggaran
administratif pemilu yaitu; a. Calon anggota DPR; b.
¢. Calon anggota DPRD Provinsi;

Calon anggold DPD;
anggota pPRD Kabupaten/Kota  d.

e. Tim Kampanye, dan/atau f.

Pelanggaran

d., Calon

Pasangan Calony;

Penyelenggard pemilu”;
g bahwa pelapor sd
n Warga Negara Indonesia yang memiliki

hak pilih dibuktikan dengan Kartu Tanda

penduduk  (KTP): dan Terlapor sdr. Adnan A.

Berahim, M pd, sdri. gutenti Lamuhu, SE, dan sdri.
’ ! ! ]

roh U. Tipuwo, s.pd.,M.Pd masing-masing

r. Amrullah Hasiru

merupaka

Humai na "
qebagai  Ketud dan Anggol? Komisi Pemilihan
lJmu;h ([{PU) Kabupaten Bone Bolango periode

gr|pawas!y Kah. Bone Bolango
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2()1&202’.‘-’1. maka beryy;
sebagai Pihgj Pel
10. N.Icnimimn;g

an hukum untale disebnl

apor dan Tey lapor:

sclain scba;zlihw:‘I'l:hm[”' sdr. Amrullah Hasir,

memiliki hak iy 1 o donesis Y
Kebangkitan g » JUgA sehagai pengurus Partal

i angsa  (PKB) telah  melaksanakan
kewajibann :
Ya  dalam  melakukan registras
pendaftaran bakal cq) ‘ ale
Bone Bolango alon anggota DPRD Kabupaten
Pada tanggal 17 Juli 2018 Pukul
23.29 Wita;

el Mcmmbang bahwa berdasarkan keterangan saksi
Pelap_or, 1. Zulkifii Podungge, 2. Nur Rahma Hasiru
terkait dengan masalah yang sering terjadi pada
penggunaan aplikasi Silon pada saat pendaftaran
calon Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango,
Sémuanya bersesuaian dengan fakta scbagaimana
keterangan  Pelapor, jawaban Terlapor dan
keterangan lembaga terkait pada saat sidang
pemeriksaan;

L2. Menimbang bahwa terhadap masalah pada aplikasi
Silon yang terjadi saat masa pendaftaran calon
anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan operator
Silon/LO partai politik PKB tidak dapat mengakses
aplikasi Silon up down serta mengalami kendala
saat melakukan print out data yang akan
dimasukkan ke KPU Kabupaten Bone Bolango;

13. Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 KPU
RI mengirimkan himbauan melalui  pesan
WhatsApp kepada group KPU Provinsi dan KPU
Kab/Kota namun KPU Kabupaten Bone Bolango
tidak menyampaikan informasi tersebut kepada
semua operator Silon/LO Partai Politik, schingga
sdr. Amrullah Hasiru berusaha melakukan print

out terhadap dokumen pada aplikasi Silon sampai

pukul 02.45 wita;

bupaten Bone Bolango terhadap
¢) Bahwa Bawaslu Kabup dimaksud huruf c,

bagaimana
hasil pemeriksaan 8e€ :
mengambil kesimpulan sebagai berikut:

aszlu Kab. Bane Bolango

62|Baw
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2.Bahwa b
erdasarkan ketentuan sebagaimani

3. Bahwa berdasarkan ketentuan U

y ittt

2017

1. Bahwa berdasark
e il -
n ketentuan sebagaimant?

dalam U
llfl(lll]!‘lll‘l{lnni{ Nomor 7 Tahun

Tentang Pemili
s Pemilihz
than Umum dan Peraturan pawnslt

Nomor 8 ,
el Tahun 2018 Tentang I’t:lwt:lt-:::linn
aran ‘s . '
Administratif Pemilihan umum yang

pada pokokn
ya Bawaslu Kabupaten Bon¢ Bolanpo

memiliki  k
ewenangan, —menerima, memeriksd

mengkaji, d
a- '] F
d n memutus Laporan D ugaaf

a quo;
diatur

Pela ini
nggaran Administrasi Pemilihan Umum

d
alam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

eraturan BaWaslu

Tentang Pemilihan Umum dan P
lesaian

Nomor & Tahun 2018 Tentang Peny¢

Pelanggaran Administratif Pemilihan umum
legal stending

maka

pada pokonya Pelapor memiliki

sebagai pelapor dalam perkara a quo;
ndang-undarlg

lihan Umum dan

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemi
7018 Tentans

8 Tahun

Peraturan Bawaslu Nomor
tratif Pemilihan

an Adminis
hal ini Sdr. Adnan A-.
SE Sdri.

Penyelesaian Pelanggar:
umum maka terlapor dalam
d Sdri. Sutenti jamuhbu,
s.pd,.M.Pd sebagai Ketud
go memiliki legal

Berahim, M.P
Humairoh U. Tipuwo,
dan Anggota KPU Bone Bolan

g untuk disebut sebagai terlapor dalam

stendin
perkara a quo;
. Bahwa berdasarkan h

ang diajukan Pelapor dan Terlapor,

y
mendengarkan laporan Pelapor, jaw
. dan keteranganl lJembaga terkait

keterangan saksl

dalam sidang terkait ~dengan

pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten
. Kebangkitan Bangsd (PKB),

dijadikan acuan Serng

asil pemeriksaan bukti-
membaca dan

aban Terlapor,

pemeriksaan,

up down sehingga menyulitkan

lakukan pendaftaran dan

men syarat pencalonan sampai

s waktu yang ditentukan yaitu tanggal
pukul 24,00 Wita;

Bone Balango

]
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5. Bahwg

berd
raasark ; i
an Peraturan Komisi Pemiliban

Umum p

tidak m Omor 20 Tahyn 2018 pasal 15 huruf ¢
© enjadik- i

Jadikan - aplikasi Silon sebagai dasar

utama da]
a N .
™ Pengajuan pendaftaran bakal calon

anggota

K DPR,  DPRD  Provinsi,  DPRD
abupatcn/i{ma;

6. Bahwa

dipandanzcrlapﬂr sebagai Penyelenggara Negar#
perlu  memberikan pelayanan dalam
menyampaikan informasi secara utuh terkait
dengan pemenuhan persyaratan pendaftaran calon
Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango khususnya
yang diajukan olch Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
J demi terwujudnya Asas pemerintahan yang baik
(Good Govermance) agar tidak merugikan peserid

pemilu/ Partai Politik yang bersangkutan;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran

jenging*t

Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

|, Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango

melakukan pelanggaran Adminstrasi;
) Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango
j daftar calon
untuk melakukan p ajuan

erbaikan tata cara proses peng:
finggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dengan menerima kembali
an daftar calon

partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) sesuai dengan Peraturan Komisli Pemilihaan Urfmm Nomor 20 Tahun
218 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakllar? Rakyat, , Dewan
Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten /Kota;

i . e
'M"mcnntnhkan Komisi Pemilihan
pnling

dokumen persyaratan pengaju

Umum Kabupaten Bone Bolango untuk
' i pat 3 (tiga) sejak putusan ini

n?mm“nkﬂn putusan ini lam

tl'bac«’lkrln,

e Kab. Bont Bolango
H’[—\u\\.a‘
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an diputuskan pada rapg, Majelis Pern

| bupaten Bone Bgl “niksa dalem Forum Rapat Fleoe
: 5“-" hd «:Lngg f‘lﬁﬂ 1}- l(uh__ -

| & o Majelis Pemenksa, 2). Moh. Zaiq Slamey Bahdnf e

' . SH_ M AP wwiags

| ff :
. Majelis Pemeriksa, 3 >
| .Lﬂ:’g}m 3 ). Alti Mohlm.zd1 S.Pi sebuga: Anggota Majebs
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